STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAH (SOP AP)
TAHUN 2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN




LAMPIRAN
Nomor : 000.8.3.3/ 32/ DPMD/1/ 2026

Tangggal : JZA  Januari 2026

TABEL INVENTARISASI JUMLAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2026

SKPD i s 93 A A bt Hema kAR
NO UNIT ORGANISASI KELOMPOK SOP JUMLAH SOP KETERANGAN
' 1 SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN 13
1 SEKRETARIAT
2 SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN 10
1 PEMBINAAN BUMDes, KEUANGAN DAN ASET DESA 1
2 BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2 PEMBINAAN DAN PENATAAN PEMERINTAHAN DESA 1
BIDANG KELEMBAGAAN.| 1 gEéE\SPIiERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN KERJASAMA 2
3 PERKEMBANGAN DESA DAN PELAYANAN
SOSIAL DASAR 2 EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN PELAYANAN SOSIAL 2
1 PENATAAN DESA 1
BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA
* DESA
2 KERJASAMA DESA 1
Kuala Pembuang, Januari 2026
Kepala Dinas PMD

Kabupaten Seruyan

usdi Hidayat, 5.580s
Pembina Tk.I (IV /b)
NIP. 197990821 200501 1 009




Subbagian Umum, Perlengkapan dan
Kepegawaian

i
oY

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN



Nomor SOP :[oo0.833/ 2.1 /DPMD MY 2026

Tanggal Pembuatan 1117 Oktober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Efektif o2  Maet 2026

Dicahkan oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN SDI HIDAYAT, S Sos

NIP. 1790821 200501 1 009

Nama SOP :| Pengaejuan Cuti Melahirkan

Mengetahui proses Pengauan Cuti Melahidkan

1 Undang-Undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017

Mengetahui proses Pengajuan Cuti Melahirkan

jika Pengajuan Cuti Melahirkan tidek dilaksanakan sesuei dengan prosedur, maka

oplimalisasi Culi Melahirkan tidak tercapai




SOP PENGAJUAN CUTI MELAHIRKAN

PELAXEANA MU BANI
ST Fengadministrae
Habi, Hrsuibbid Rpale Tss prrlanghapan Wakin Culpud.
Teknds Fabljzam
Pesmoh; il mosairk 1 suvat k gan clari dokler yang mamysisken bafwa yang
berssngkulan mendskali mass perssinen dlerima dan cilsruskan [ dseraikan ke Easubbag Umum Ketss, Prigen Ziack oo oy
FKasubbay Limum mamaerksa can mempelsiar serla manigaskan pangeleia sural until membual 7
permohonan surst cul melehitkan seausl dengan formal yang sudsh ade. Kertes. Pupan 2 et Lembar Digposisi
Pangelda sural membeal siral permohonan cull mislalikan sesua dengan pangejisn permohonan Kompuier, Prinker, Kerias, Pulpen, - s
ol can diferuskan k2 atasan langsing pamokon L amber Dieposs 2 Mearal Sural Permohonan Cull Melshirkan
¥
Kasubbag Limum memerksa dan mempelsjan seria manyahys permohonan cull malshitkan dan E}
mangemibaian permohonan lersebul kapeda pengeicla surel ager bisa dierusian kepejabat paniai Kerlos, Puipen 2 Wit Surat Permohonan Cub Melshrkan
ahasan langsung
E....I‘
pengaida sural meneruskan parmohonan oo malahikan larsabut ke Kabid [ Selcetans Hertas, Puipan 2 Mandt Surat Parmahonan Cubl Melaherkan
Sebretens | Kabld memenkss dan mempataian sarta menyelu | idak kemudan mengembalian 2
" i caral Kertas, Puipen 2 Merdl Sural Permohonan Cub Melshirkan
[l
Pangelola sural meneruskan permohanan ouli melahikan ke Kepaa Dinas Hartas, Puipen 2 Manit Sural Permahonan Cub Metahirkan




s |Kepda Dinas menyelujui  lidek menyatujul permohonan cul melehirhan fersebul den disershicen ke Kerts, Piipen 2 Medil Surst Permahces Culi Maiahiken
| Kasubbag Urnum
—
| N
g |Fesitbag Umum dan Kep . ¥ permahonan ouf melshiken ke pengelola surit Kertas, Puipen 2 el Surst Pecmohonss Cul Malahirken
agar membusl cul mekshirkan sesual dengan perselijuan terakhr
i Pengeiola suret membuat surad Ut sacual parsstujuen Kepea Badan dan Manpsiukannya ke Kepda Komplter, Printer, Kertas, Pupen, 2 Mt Sl G Melehivtan
Dinae Lembar Depostsl
W |Kepela Dines menalli dan mencermall kemudian menandatangani Sural Culi Melahirkan lersebul Krtas, Puipen 2Menit Surel Cub Melahirkan
-
@ Kesubbag Umum memanksa Surat Cull Meahekan dan Kepala Dinas dan mensnssannya iertes, Pupen 2 Mol Surat Cuti Medehikan
kupengelois surat unbuk panomoran sural kelug
Pingeiola sural Imeniben nomar surat keiuer dan mengesahian sural sera maneruskan ke Bengnm Pupan, Buk Xendsi
13 |suret{ carska | den manysmpeian ke pemahon cul melahidan menskap daam kariy kendali cull :::’ Pﬂ‘m Surel 1 anit Sural Cul Maishrian
sarta manaruskan surat sastnl dangan lambusan,
“ Pamahon memaankan cull melahinan sesual dengan ksteniuan yarg beraky, seheih seese cuf Sural Cut Melahian 2 Manit el Gl beinhien

mstahirkan tisa kembali bertigas sepert bissa




Penyusunan Program Dan
Penyalenggaraan Tugas -

Tugas Bidang Secara
Terpada Serls Tugas
Pelayanan Admirisaatil
Pada BPMDES

Melaksanalkan
urusan umim, sursl
menyurat dan
kearsipan, rumah
tangga,
perlengkapan dan
lasel, prusan
pelayanan
administrasi
kepagawaian,

irma Cufi

Melahrkan

Melahirkan

Pengajuan

SOP PENGAJUAN CUTI MELAHIRKAN

Pengajuan Culi
Melahickan

' |Peraturan Pemetintah Nomer 17
Tahun 2020 tenlang Perubahan alas
PP Nomar 11 Tahun 2047

permahonan cubi melzhitkan diproses.

parmohonan cuti melahirkan diteruskan kapegabat pends:
alasarn angsung.

pajalral penilai atasan langeung memerksa dan mempetsjan
serta menyedujui /tidak permohanan cuti melshirkan.

parmohonan cull melshirkan dielili dan dicermali kermudan
ditandatangan

Surat eull melshirkan direkap datam kartu kendal culi sefa
diteruskan sesuai dengan fembuesan

cull mefahirkan dialankan sesual dengan kelentuan yang
berlaky, setelah selasai culi melahikan bisa kembal betugas
seperii biasa

Persyaratan | Waki Dasar hukum Akifites Bashiad
[surat ketexangan dari | 20 Menil . [uindang-LUndsng Neemer 5 Tahun Mengelahul proses Fengajan
doklst yang 2014 lentang Aparatur Sipil Negara | Pemohonan mengajukan cufi melahirkan berdasarkan surat  [Cuti Melshirkan
| manyatakan bahwa ketarangan dari dokder yang manystakan bahwa yang
yany bersangkulan bersangkutan mendekali masa persalinan.
mendekat Mass
persalinan Pemohonan diperksa dan dpelajan.




1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kenalkan Pangkat

2. Peraturan Pemerintah Nemor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017

Nomor SOP -1000833/ 241 [DPMD Al 2026
Tanggal Pembuatan |2 |17 Oklober 2023
Tanggal Revisi 3 Januari 2026
‘Fﬂal Efektif o2 Maret 2026
Disahkan oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DE
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA !
KABUPATEN SERUYAN . _~"RUSDI HIDAYAT, S.Sos
| NIP. 19780821 200501 1 009
Nama SOP :|Pembuatan DUK : /

1. Data Pegawal

2. Draft DUK

Mengakibatkan urutan kepangkatan tidak teratur, dari Eselon yang teringgi sampai yang terendah |Pengarsipan data pegawai

Mengetahui dan memahami Urutan Kepangkatan mulai dari Eselon terfinggi sampai yang terendah




S0P PEMBUATAN DUK

PELAKSANA MUTU BAKU
Ne. KEGIATAN ok
Pengadministrasi Kasubbag Umum,
Perkantoran/ Penelaah | Perlengkapan, dan Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Teknis Kebijakan Kepegawaian

1 [Mengupdate perubahan data kepegawaian instansi (mutasi, Data pegawai 3 Jam Data pegawai yang sudah
kenaikan pangkat, diklat gelar dan gelar diT) ("‘j diupdate

2 |Membuat DUK sesuai perubahan data kepegawaian Data pegawal yang sudah 2jam Drait DUK

| diupdate
»

3 |Memeriksa DUK. Jika masih ada kesalahan dikembalikan Diraft DUK 20 menil Draft DUK yang sudah
kepada Pengolah Data Kepegawaian untuk diperbaiki, jika /.' diparaf Kasubbag Umum
sudah benar diparal ——'—-I

Tidak [
Ya Tidak

4 |Memeriksa DUK, Jika masih ada kesalahan dikembalikan Drraft DUK yang sudah diparaf | 10 menit Draft DUK vang sudah
kepada kasubbag Umum untuk diperbaiki, jika sudah benar Kasubbag Umum diparaf Sekretaris
diparaf -

- -
e Ya

5 |Menandatangani DUK ) Draft DUK yang sudah diparaf 5 menit DUK

< > Sekretaris

6 |pengarsipan dan dipergunakan untuk keperluan selanjutnya Dokumen DUK 5 menit Dokumen DUK




SOP PEMBUATAN DUK

Dasar hukum Aktivitas Poloksaing
mpd : Peraturan Pemenniah |Pencatatan Data | Mengetahul dan

wongkoisitiiiin . Pengadministrasian Pengadministrasia Nomor 15 Tahun 1979 |Pagawai dan Draft DUK|memahami Urutan
mercncanakan serta menetapkan . n Data Pegawai Tentang Daftar Urut Kepangkatan mulai dari
e R Kepangkatan (DUK) Eselon tertinggi sampai
mengembangkan semua kegiatan Pegawai Negeri Sipil yang terendah
serta bertanggungjawab atas
terlaksananya rugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019.

SOP DUK

Mengakibatkan keterlambatan kenaikan Gaji Berkala yang bersangkutan

Nomor SOP :1000.8.3.3/ 22 8 /DPMD /ll/ 2026

Tanggal Pembuatan  |: |17 Oktober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Efektif 0% Maret 2026

Disahkan oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

RUSD! HIDAYAT, S.Sos

NIP. 19790821 20[_]501 1009

Nama SOP : |Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian tentang kenaikan Gaji Berkala

DATA MONITORING KENAIKAN GAJI BERKALA

Monitoring Kenaikan Gaji Berkala




SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Peng: Penelazh Kasubbag Umum, Keterangan
P:_ s Kabi].:l.:.:r?“, Perlenghkapan, Sekretaris Kepala Dinas HKelengkapan Walktu Qutput ™
tkanto dan Kepegawaian
1 [Mengi Kan kepada Pengadminisiras] Kepagawaian lentang PNS yang akan Diata Monitoring 5 menit Dala Monitoring
nalk Gaji Berkalanya Kenaikan Gaji Barkala kenaikan Gaji
CD Berkala pegawai
"
2 |Membuat konsep Kenaikan Gaji Berkala PNS Data kenaikan Gajl 15 menil Draft Konsep sural
| ] Berkala kenalkan Gaji
| Barkala
3 [Memaiiksa Konsep Kenaikan Gaji Barkala PNS Jika sudah banar maka diparaf, jika Diraft konsep surat 10 menit Drafl Konsep sural
masih ada kesalahan maka dikembalikan kepada Pengadminisirasi Kepegawalan kenailan Gaji Berkala kenaikan Gaji
untul diperbaiki Berkala yang
/)k sudah diparaf
Kasubbag Umum
Tidak ~ Ya
4 |Memaral Konsaplor yang sudah diperiksa kenalkan Gali Berkala PNS Oleh Draft Konsep sural & manit Surat kenaikan
Kasubbiag Umum kenaikan Gaji Berkala Gaiji Barkala yang
yang sudah diparal sudah diparal
5 |Menandatangani Kenalkan Gajl Barkala PNS oleh Kepala Dinas Surat Kenaikan Gaji 5 menit Surat Kenaikan
Berkala yang sudah Gaji Barkala
diparaf dan diperiksa
6 |Dikembalikan ke Pengadminisirasi Kepegswaian untuk cap basah Surat Kenaikan Gaji 5 menil Berkas Kenalkan
C ] o e
7 |Mangantar berkas Kenaikan Gaji Berkala PNS ke Bidang Perbendaharaan Daerah Berkas kenaikan pangkal 10 menit Surat pengantar
urfuk di input kenaikan Gaji
Berkaia &
kelengkapan

berkas




menetapkan program kerja, tata
kerja dan mengembangkan

semua kegiatan serta
bertanggungjawab atas

terlaksananya tugas pokok dan
fungsi DinasPemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Gaji berkala

Kenaikan Gaiji

SOP KENAIKAN GAJI BERKALA

|Kenaikan Gaji

L - s Kualifikasi
ar hi kf Pelaksana
Fhoto Copy 55 Menit |1. Undang-undang No. |Mangecek Monitoring |Memahami Daftar Urut
Pangkat Terakhir, 8 Tahun 1974 jo. Kenaikan Gaji Berkala |Kepangkatan dan
Fhoto Copy Gaji Undang-Undang Na, Monitoring Kenaikan Gaiji
Berkala 43 Tahun 1988 tentang Berkala
Sesudahnya, Pokok-pokak
| Kepegawaian,
2. Peraturan
Pemerintah Nomor 11
Tahun 2003 tentang
perubahan Paraturan
Pemerintah Momor 7
Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil.




Nomor SOP :1000.8.3.3/ 225 [DPMD fllf 2026
Tanggal Pembuatan  |:|17 Okfober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Efektif i ©7 Maret 2026

Disahkan oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

~RUSDI HIDAYAT, S.Sos
NIP, 19790821 200501 1 009

‘Nama SOP : |Pengajuan Kenaikan Pangkat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Mengetahui dan memahami peraturan kepegawaian tentang kenaikan pangkat

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017.

SOP DUK DATA DAFTAR URUTKEPANGKATAN (DUK)
DATA MONITORING KENAIKAN PANGKAT

Mengakibatkan keterlambatan kenaikan pangkat yang bersangkutan, dan akan dilaksanakan pada [Monitoring Kenaikan Pangkat dan Daftar Urut Kepangkatan
periode bulan di depannya




SOP PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT

___E‘:IELKKSIL!\L 3 MUTU BARU
Rasu
KEGIATAN asi| F h Teknis Unums, Keterangan
Eadadt PO ST Sekretaris Kadis Kelenghkapan Waktu Output
o b i
Menginformanikan kepisds Pengadminstras: Kepegawaian tentang PNG yang Data Monitoring Kenaikan 5 menit Data kenatkan pangkat
akan naik pangkat pada periode bulan april stau oktober tahun berjalan ‘angat pegawai
Membruat sural pemberitahuan kepads FINS vang akan naik panghkat terkait Daka kenaikan panghkat 15 menit Draft surak
dhaburnen yang belum lengkap (legalisir} pepawal permberilohien kenaikan
| pangkat
| L]
Memerikas surat pernberitahuan. Jika surat sudah benar maka diparaf, jike masih | Draft surat pemberifahuan 10 menit Dhraft surat
ada kesalahan pada surst, dikembalikan kepada Pengadministrasi Kepegawaian kenaikan pangkat pemberitahuan kenaikan
untuk diperbuiki | /)[\ pearghut yisng sadsh
| diparal Kasubbag
Urmum
Tidak g Ya
Menandatmngani surot pemberitahusn kenaikan pangkat (o.n. Kepaln Dinas) Draft surat pemberitahuan 5 mwnit Surat perrberitahunn
kenatkan pangkat yang suclth kenaikan pangkat
ﬁ diparaf Kasubbay Tinwm
Menyanipai kan surat pemberitahuan ke masing-masing bidang dan diumumbkan Surat pemberitahusn § manit Surat permberitahuan
dipapan pengumuman DFMD Dserah Kabupaten Seruyan kenuikan panghkat kenaikan pangkat
Menyampaikan berkas kepada Pengadministrasi Kepegmwaian Surat pemberitahuan 3 monit Berkas kenaikan pangkal
I——j kenaikun punglkat
Tidak
Berkns kenaikan panghat 15 menit Berkas kenaikan panglat

MWielakukan cek kelengkapan berkas kenatkan pangkat. Jika belum lengkap
dikembalikan kepada Pegawal untuk dilenghkapi, jila sudah lengkap dilanjutlkan
pacla proses selanjutnya

yary sudih diverifilosi




FPELAKSANA MUTU BAKT
N KEGIATAN Pangadministrast | Penelaah Teknis . i _— Keterangan
3 Vi m, 9 Wi Dutput
Perkantoran Kebijakan Perlenghkapan, ) ke Fne =

& |[Melegalinir berkns kenaikin panghat Berkss kamaiken pangkst 10 menit. Berkas kenakan pangkat

yang sudah diverifikesi vang sudsh dilegalisir

9 |Memparaf legalisir berkas kenaikan pangkat . Berkas kenaikan pangkat 5§ mendl Berkas kenalkan panghal

yang sudah dilegalisir yang sudah dilegaliair
dan diparal Kasubbag
:1 [ Umum
10 |Mensndatangani legalisir berkas kenaikan pangkat  (a.n. Kepala Dinas) Berkas kennikan pangkst 10 memit Legalisisr berlas
yang sudah dilegalivie dan kenaikan pangkat
‘jH diparaf Kasubbag Tmum

11 |Membust surat pengantar kensikon pangkal Liegalissr berkes kenadan 15 menit Surat pengantar

| I pangkat kenaikan pangkat
“

12 |Memerikea surat pengantar kenaikan pangkat, jilka masih ada kesalahan Surai pengantar kenaikan 1 et Surat pengantar
dikembalikan kepada Pengadministrast Kepegawnian untuk diperbaiki, |ika panghkat kenaikan panpkat yang
sl bermr maka dibubuhkan paraf ~ < pudah diparaf kesubbag

Tidak e
e Tictak

12 |Memeriksa sural pengantar kenailan pangkat, jka masih ada kesalohan Surat pengantar kenatkan 10 mwenit Surat pengantar
dikembalikan kepada Kasubbag Umum untik diperboiki, jika sudah benar pangkat yang sudah diparaf kenaikan pangkat yang
ditandatangani an. Kepala DPMD Kabupaten Seruyan = \; kasubbag sudah diparaf selretaris

~
" Tidsk

13 |Memeriksa surat pergantar kenaikan pangkat, ks masih ada kesalahan Sural pengantar kenaikan 10 it Surat pergantar
dikesribalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki, jika sudah benar pangkal yang suclah diparal kenatkan panghkat yang
ditnndntangani an. Kepals DPMD Kabupaten Seruyan e sekretaris sudah ditanidatungan

e Kadis
13 [Mengantar berkas kenalkan panghat ke BEPSDM Surat pengantar enaikan 20 menit Surat pengantar
pongkat pong sudah kenaikan panghkat &
1 'r-. ditandatangani Kacis kelenghkapan berkas




terlaksananys fugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyaraket dan Desa

SOP PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT

Fhato Copy 140 menit | 1. Mengecek Monitoring  |Memahami Daftar Urut
Panglat Terakhir Nomor § Tahun 2014 |Kenaikan Panglat Kepangkatan dan

yang di legalisir, [tentang Aparatur Sipil  |Bulan April dan Bulan  |Monitoring Kepangkatan
Fhoto Copy DP3 Negara, Oktober

yang dilegalisir. 2. Peraturan Pemerintah

‘Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
PP Nomor 11 Tabun
017,




Nomor SOP :{000.8.33/ 22¢ /DPMD /Ill/ 2026
Tanggal Pembuatan  |: {17 Okiober 2023

Tanggal Revisi - Januari 2026

Tanggal Efektif | o4 Maret 2026

Disahkan oleh . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DE

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

USDI HIDAYAT, S.Sos

NIP. 19790821 200501 1 009

Nama SOP : |Pelaksanaan Kebersihan Kantor

Mengetahui Tata cara pelaksanaan Kebersihan Kantor

Peralatan Kebersihan Kantor/Rumah Tangga

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Tatalaksana Kebersihan Kantor tidak

akan terarah




SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN KANTOR

PELAKSANA MUTU BAKU
Na. KEGIATAN Keterangan
Kasubbag Umum, Pengadministrasi
Sekretaris Perlengkapan, dan Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
Kepegawalan Teknis Kebijakan
1 |Memerintahkan kasubbag umum menyusun Jadwal Lembar Kerja 10 menit Draf Jadwal
Pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor dan -
melaporkan ke sakretaris
2 |membuat laporan jadwal kegiatan pemeliharaan kebersihan Draf Jadwal 25 menit Jadwal
kantor, dan memerintah Pengadministrasi Perkantoraf
Pensiaah Teknis Kebijakanuntuk menata sarana dan
prasarana tempat kerja
Jadwal B0 menit Pelaksanaan Kerja

menata sarana dan prasarana tempat kerja, serta
melaksanakan kebersihan kantor




Memimpin, membina,
mengkoordinasikan,
merencanakan serta
menetapkan program kerja,
tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
teriaksananya tugas pokak
dan fungsi Dinas
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Tangga

kenyamanan kantor

dengan baik

SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN KANTOR

-l Pﬂlﬂ‘lﬂﬂ : 95 menit |- Mengetahui Tata cara
Kebersihan pelaksanaan Kebersihan
KantorRumah Kantor
Tangga




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017

SOP Pengajuan Cuti Melahirkan

Mengakibatkan tidak terkontrolnya cuti tahunan pegawai

Nomor SOP :[000833/ 22 ?' [DPMD /1Ilf 2026
Tanggal Pembuatan :117 Oktober 2023
Tanggal Revisi : Januari 2026
Tanggal Efektif O&  Maret 2026
Disahkan oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
SDI HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19790821 200501 1 009
Nama SOP : |Pengajuan Cuti Tahunan ;

Mengetahui dan memahami {ata cara Pengajuan Cuti Tahunan

KARTU KENDALI CUTI TAHUNAN

KARTU KENDALI CUTI TAHUNAN




SOP SURAT CUTI TAHUNAN

yang sudah ditandatangani
Kepala Dinas

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN T Keterangan
Pengadministrasi m
Perkantaran/ Penelash Pemohon 4 Sekretaris Kepala Dinas Helengkapan Waktu Outpit
Perlengkapan,
Teknis Kebijakan g
1 |Mengajukan sural permch outi membuat sural permohonan 5 menit sural parmohonan outi
G an ;
2 |Membuat surat parmohonan outl "_I surat parmohonan cuti 15 menit Surat permohonan cuti
3 |Menandatangani sural parmohonan cufi Sural permohonan culi S menit Surat parmohonan culi yang
| I sudah ditandatangani
4 |Marmy kian surat permist cuti ka Pangadminisirasi Perkantora/ Surat permohionan cuti yang 5 meit Surat parmohanan euli yang
Penelaah Teknis Kabljakan Hj sudah ditandatangani sudah ditandatangani
5  |Membuat surat persetujuan culi lahunan ¥ Swral permohoenan culi yang 15 menil | Surat persefujuan culi tahunan
| sudah ditandatangani
7  |Memberikan paral persetujuan euti lahunan, kemudian menyemhbkan ke Sural persetufuan cutl tahunan 5 manit Surat parsetujuan cutl tahunan
Sekretaris DPVD y yang sudah diparaf Kasubbag
| l Umum
B |[Memberikan paraf persetujuan culi tahunan, kemudian menyarahkan ke Surat persstujuan cuti tahunan 5 menit Surad perselujuan culi lahunan
Kepala Dinas k\ yang sudah diparal Kasubbag yang sudah diparaf Sekrelaris
Umum
9  |Menandatangani persetujuan cull tahunan Sural persetujuan cuti tahunan | 10 manl Sural persetujuan cutl fshunan
yang sudeh diparal Sekretars

10

Manyaratikan sural parsetiujuan cuti tahunan kepada pemohon

Surat persetujuan cull tahunan
yang sudsh ditandatangani
Kepala Dinas

1jam

Sural parsatujuan culi tahunan




SOP PENGAJUAN CUTI TAHUNAN

2 Peraturan Pemerintah
Nomear 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
PP Momor 11 Tahun
2017

Surat parmohonan | 125 menit |1, Undang-Undang | Mengecek kartu Mengatur dan
cuti tahunan yang Nomer $ Tahun 2014 | kendali cuti tahunan  [mengendalikan cuti
bersangkutan tentang Aparatur Sipil tahunan

Negara




Nomor SOP 11000833/ 129 /DPMD /I 2026
Tanggal Pembuatan : |17 Okfober 2023

Tanggal Revisi ! Januari 2026
Tanggal Efektif | o  Maret 2026
Disahkan oleh ! KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

SDI HIDAYAT, S.Ses
NIP. 19790821 200501 1 009

Nama SOP : |Penanganan Surat Keluar

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

2. Mengetahui dan memahami Pedoman Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas

2. Kartu Kendali Surat Keluar

Mengakibatkan sulitnya pencarian data surat yang ingin kita ketahui kapan dan dimana Register dalam Surat Keluar, Agenda Surat Keluar

beredamya surat tersebut.




SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN
Kasubbag | Pengadministrasi
Kepala Bidang Kasubbid Perkantoran/ Penalaah | bag Umum s Kepala Dinas Staf Helenghapsan Waktu Cutpat
Toknis Kebijakan
MAeNUCABKaN UK MembUL Suat Keivar 1 - ) ‘Surat Masuk SKPD, Disposie: 15 menit Geposia)
L]
Membual konsep sumat keikear r Digrosisi 15 menit Fonsep surat keiua
Mengetik draft surat keluar Hj Honsep suret keluar 15 menit Drarft surat keluar
e
Mermeriksa dralt surat keluar, fka tdak sesual dkembalikan kepada Stal untuk |L‘.\‘L Dot st Jomdusas 0 menit mﬂmm yang
diparbaid, Jka Sesusi maka diparsf dan disampaikan kepada Bidang untuk e sudiah diperiksa
rrendapat persetufuan . HasubbagHasubbig
v Tidat ~ Tilak
Memenksa dralt sumst keluar, [iks tidak sesual dikembalikan kepada Draft surat kaluar yang sudah 10 meni Draft surat keivar yang
KagubbagMasy bk untuk dipertalki, Jika Sesual maka diparf dan o dipasal KasubbagMasubbid sudah dikoreksi Kepala
dizampaikan kepada Kepals Bidang untuk mendapat persefujuan “ Badang
Kepala Bidang i Pengadrmini W P vtk N . Dorait surat keiwar 5 manit Draft surat keluar dipariksa)
disternpel K dan di ke bag Lmum uniuk dipedksa Kasubbag Lmum dan
agar dapat menyesuaikan dengen Tats MNaskah Dinas 4 ] Hepagawaian
F Ya
Kagubbag Umum memeriisa dalt surst keluar, ika tidak sesial Tata Nagkah Tiddak . Draft sural keluar yang sudah 5 manit mﬂwlnwrw
Dinas maka dikembalikan kepada Pengadministrasi/ Pelaksana untuk - Y dikoreke Kasubbag Umum talah di pami/ disposisi.
diperbaile, Jika Sesual maka diparaf dan disampaikan kepada Sekrotans I
uniuk mendapat persetujuand paral.
Tigak
Paral | Persetujuan uriuk dieruskan Ke Kepala Dinas untuk menandatangani Diraft surat ketuar yang sudah & maenit Dradt surat Keduar vang
surat koluar. L dikpeoks: Senrptaris telah di parat! disposisi
S St
Ya Tadsh

Menandatangan: sorat kellar Draft surat Keluar yang tetah di § menit Surat keluar yang sudan

s parall disposisi ditandatangani Kepala

i Dinas

a

Mamberikan stempel, nomor surat kebuar dan armplop, dan mencatat dakam Surat keluar yang sudah & menit Surat keluar
kart kel surst kel usr CL_—) ditandatarigani Kepata Dinas




SOP PENANGANAN SURAT KELUAR

| Persyaratan | Waktu | Dasar hukum Aktivitas l:ahlmm o
Surat Masuk, 90 menit Konsep Surat Keluar, |Memahami tata naskah
Disposisi Pencatatan, dan dinas dan memahami
Pengadministrasian  |Pedoman Klasifikasi Arsip
program kerja, tata kerja dan Keluar Surat Keluar di lingkungan Pemetintah
mengembangkan semua kegiatan Kabupaten Seruyan.
serta bertanggungjawah atas
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan




Nomor SOP .[0008337/ 230 /OPMD Ml 2026
Tanggal Pembuatan - |17 Oktober 2023
Tanggal Revisi Januari 2026
Tanggal Efektif ] 09  Maret 2026
Disahkan oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI HIDAYAT, §.508
KABUPATEN SERUYAN NIP. 19790821 200501 1 009
Nama SOP : |Penanganan Surat masuk

Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Perbup No 40 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemkab Seruyan

Keterkaitan SOP

SOF penanganan surat masuk

Peringatan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penanganan surat masuk akan terhambat

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui dan memahami tata naskah dinas

2. Mengetahui dan memehami tentang tata kearsipan

3. Mengetahui tentang Jenis-jenis Arsip

Peralatan! Perlengkapan

1. Dokumen Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Kartu Surat Masuk
3. Lembar disposisi

Pencatatan & Pendataan
Register Surat Masuk, Kartu Kendali Surat Masuk




SOP PENANGANAN SURAT MASUK

PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Keterangan
Pengadministrasi Perkanboran/ .
Penelaah Teknis Keb Kadis Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima Surat Masuk Sural Masuk 5 menit Tanda terima sural masuk
2 |Membuka dan mengagendakan surat masuk Surat masuk dan tanda terima 5 menit Kartu Surat Masuk
surat masuk

3 |Mengcopy dan memberi lemhar disposisi surat] Surat masuk dan Kartu Surat 10 menit Lembar disposisi
masuk Masuk

5 |Mendisposisi surat masuk dan menyerahkan [ Surat masuk dan Lembar disposisi 10 menit Surat Masuk dan disposisi
kepada Kadis sekretaris

6  |Menvampaikan surat masuk sesuai dengan Surat Masuk dan disposisi 10 menit Surat Masuk
disposisi sekretaris




SOP PENANGANAN SURAT MASUK

P

B3 Talnn 2022

tentang Tata
Kenrsipen di
Lnglumng
Eimenberian
Deilam Negon
dun Pamerintzh
Daorsh.
Peruturan.
Bupati Homor
40 Talvan 2010
| tenitang Tata
Tepsloady Dunan
s Lingleungan

Memahami tala naskah dinas dan
Ped Kiasifikas|

Arsip di Indrmnn:n Pemefintah
Kabupaten Seruyan.




Subbagian Penyusunan Program dan
Keuangan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN




Nomer SOP : (00083371 23] /DPMD I 2026

Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Efektif 1| @9  Maret 2026

Disahkan oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DES
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SERUYAN
DI HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19790821 200501 1 009

MNama SOP - |Penerbitan Surat Perintah Membayar Ganti Uang (SPM-GU)

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Memahami Proses pembuatan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU)

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah.

SPP-GU, Surat Permnyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Pengguna
Anggaran, Bukt-bukli pengeluaran yang sah dan lengkap,

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-GU tidak dapat diterbitkan




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN KET
Pembantu Bendahara Bendahara Kelengkapan Walktu Quiput
1 |menyiapkan kelengkapan untuk Surat pengantar SPP-GU, Ringkasan SPP.
penerbitan SPP-GU GU, Rincian SPP-GU, Surat Pengesahan
laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran atas penggunaan dana SPP-
UP, Salinan SPD, Surat perjyataan
Tidak tanggungjawab dari Pengguna Anggaran,
Lampiran lain yang diperiukan. .
15 !‘.'Ien'lt ‘.Bemas SPP-GU
2 |Berkas dokumen SPP-GU diserahkan
kepada bendahara pengeluaran untuk
diperiksa dan diteli jika setuju
menandatangani jika tidak setuju akan ‘/
dikembalikan kepada pembantu = \
bendahara untuk diperbaiki bl
" Berkas SPP-GU yang
Berkas SPP-GU 30 Menit telah di tandatangeni
3 |Berkas dokumen SPP-UP yang sudah di
tandatangani disiapkan Bendahara untuk
kelengkapan pengajuan SPM
Berkas SPP-GU yang telah di 5 Menit SPP.GU

tandatangani




PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG (SPP-GU)

| Perlengkapan/Peralatan | Waktu Dasar hukum Aktivitas | Kualifikasi Pelaksana

Menyusun rencana, Mempersiapkan |Menyiapkan Pembuatan dan  |Surat Pembuatan dan |Penerbitan Surat |1. Peraturan Pemerintsh | 50 menit |1. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Memahami Proses
mengelola, dan dan membuat  |Dokumen Penerbitan Surat |Permintaan Penerbitan Permintaan Nomor 12 Tahun 2018 Tahun 2019 tentang Pengelolaan pembuatan dan

melaporkan pelaksanaan |Surat pembuatan Surat |Permintaan Pembayaran Pembayaran Ganti|tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2 Peraturan Menten penerbitan Surat
anggaran dan capaian  |Permintaan Permintaan Pembayaran Ganti Uang Uang (SPP-GU)  |Keuangan Daerah. Dalam Nageri Nomor 77 Tahun 2020 Permintaan

kinerja Dinas, membina  |Pembayaran Pembayaran Ganti Uang Persediaan SKPD 2 Peraturan Menteri Dalam tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Pembayaran Ganti

dan membimbing Ganti Uang (SPP{Ganti Uang Persediaan (SPP+{{SPP-GU) SKPD Negeri Momor 77 Tahun Keuangan Daerah. Uang Persediaan (SPP-|
terhadap Bendaharawan |GU) Persediaan (SPP-|GU) 2020 tentang Pedoman GU) SKPD

dan penatausahaan GU) Teknis Pengelolaan

keuangan serta Keuangan Daerah.

melaporkan dan

mengevaluasi

pelaksanaan program

dan kegiataN




1, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daersh,

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-TU tidak dapat diterbitkan

Nomor SOP :[o00833/ L4 DPMD /L 2026
Tanggal Pembuatan +|17 Oktober 2023
Tanggal Revisi Januari 2026
Tanggal Efektif te  Maret 2026
Disahkan oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN RUSDI HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19790821 200501 1009
Nama SOP :|Penerbitan Surat Perintah Membayar Tambah Uang (SPM-TU)

Mamahami Proses pembuatan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU)




MUTU BAKU

Pengadministrasi
KEGIATAN Bendahara Kuasa Pengguna Perkantoran!
Pengeluaran Anggaran Penelash Teknis Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan
mengajukan usulan Penerbitan SPM-TU kepada Pengguna Anggaran
metalui PPK SKPD
C i
Barkas SRP-TU & menit Berkas SPP-TU
Pengelola momeriksa dan meneliti kelengkapan usulan SPM-TU sabelum
diajukan kepada PPK, apabila lengkap usulan akan diproses tetapl apabila
belum lenglap akan dikembalikan lagi kepada Bendahara Pengeluaran. \
< Berkas SPP-TU
w2 Berkas SPP-TU | 45 menit yang telah
diperiksa
Setelah dinyatakan lengkap maka pengelola akan membuat / menerbitkan
SPM-TU dan diajukan kepada PPK untuk diparaf, jika setuju memberi paraf
Jika tidak setuju dikembalikan kepada pengelola untuk diperbaiki.
-+
Berkas SPP-TU Berkas SPP-TU
Ya Tidak yang telsh diperiksa 15 menit yang teiah di '
Setelzh dokumen SPM-TU sudah diparafl oleh PPH maka SPM-TU
diserahkan kepada Pengguna Anggaran jika seluju menandatangani dan
meminta agendaris untuk membubuhkan stempel jika tidak setuju \
dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki. N
L Berkas SPP-TU
W Barkas SPP-TU . :
30 menit yang telah di
yang telah di paral tandatangani
¥a
Membubuhkan Stempal, ipkan dan m pihak
a— -
Berkas SPP-TU
yang telah di 5 menit SPM-TU

tandatangani




Menyusun rencana,
mengelola, dan
melaporkan pelaksanaan
anggaran dan capaian
kinerja Dinas, membina
dan membimbing
terhadap Bendaharawan
dan penatausahaan
keuangan serta
melaporkan dan
mengevaluasi
pelaksanaan program
dan kegiatan

Menyiapkan
Dokumean
pembuatan
Surat Perintah
Membayar
Tambahan
Uang
Persediaan
(SPM-TU)

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR TAMBAH UANG (SPM-TU)

Penerbitan
Surat Perintah
Membayar
Tambahan
Uang
Persediaan
(SPM-TU)

Membayar
Tambahan Uang
Persediaan
(SPM-TU)

dan

Penerbitan

Daerah.

sl Waktu | Dasar hukum | Aktivitas Polaksans
Penerbitan Surat  |SPP-TU, Daftar 100 Menit | 1. Peraturan Pemerintah Memahami
Perintah Membayar |Penggunaan TU, Nomor 12 Tahun 2019 Proses
Tambah Uang Surat Pernyataan tentang Pengelolaan pembuatan dan
(SPM-TU) Tanggungjawab Keuangan Daerah. penerbitan Surat
Pengguna 2 Peraturan Menteri Perintah
Anggaran, Nota Dalam Negeri Nomor 77 Membayar
Persetujuan TU, Tahun 2020 tentang Tambahan Uang
SPD Padoman Teknis Persediaan (SPM
Pengelolaan Keuangan TU)




Keuangan Daerah.

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

|

KABUPATEN SERUYAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-LS Gaji dan Tunjangan tidak dapat diterbitkan

Gaji dan tunjangan.

Nomor SOP - [000833/ 3 &  /DPMD/XIN 2025
Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023
Tanggal Revisi Desember 2025
Tanggal Efektif 1% Janyari 2028 |/ 1,
Disahkan oleh /. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
[/ &/ 7 MASYARAKAT DAN DESA
.+~ RUSDIHIDAYAT, S Sos
N NIy 19790824:200501 1009
Nama SOP - |Penerbitan Surat Perintah Méembayar Langsung (SPM-LS) Gaji dan

tunjangan.

Memahami Proses pembuatan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-LS)

SPP-LS Gaji dan Tambahan penghasilan, SK. Kepala Dinas, Pembayaran gaji induk, Tambahan
penghasilan, Kekurangan gaji, Gaji susulan, Gaji terusan, Uang duka wafat.




telah di tandatangani

PELAKSANA MUTU BAKU
Pengadministrasi KET
KEGIATAN Bendahara o it Kuzsa P'"::"" Perkantoran/ Penelash Kelengkapan Walktu Output
e anoaians it Teknis Kebijakan
mengajukan usulan Penerbitan SPM-LS Gaji dan
Tambahan penghasilan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD
Borkas SPP-LS Gaji Barkas SPP-LS Gaji
,l": dan Tambahan 5 menit dan Tambahan
Penghasilan G “Penghasilan
*
Tidak
Pengelola memeriksa dan menaliti kelengkapan
usulan SPM-LS Gajl dan Tambahan penghasilan
sebalum disjukan kepada PPK, apabila lengkap a
usulan akan diproses tetapi apabila belum /\\‘ Baikas DR O Berkas SPP-LS Gaji
lengkap akan dikermbalilan lagi kepada > < ’ dan Tambahan
Bondahara Pengeluaran Ya \/ dan Tambahan 45 menit Fanghasiies g
: Panghasilan tolah dipetiksa
Tidak
Setelah dinyatakan lengkap maka pengelols akan
meambuat | menerbitkan SPM-LS Gaji dan
Tambahan penghasilan dan digjukan kepada
PPK untuk diparaf, jika setuju memberi paraf / \ Berkas SPP-LS Gaji Berkas SPP-LS Gaji
jika tidak setuju dikembalikan kepada pengelola > < dan Tambahan 15 maril dan Tarj'::hﬂl
ntuk di Ki. / Tidak Penghasilan yang Penghasilan yang
o e " N telah diperiksa telah i parat
Setelah dokumen SPM-LS Gaji dan Tambahan
penghasilan sudah diparal oleh PPK maka SPM-
LS Gaji dan Tambahan panghasilan diserahkan
kepada Pengguna Anggaran jika setuju / \\ Berkas SPP-LS Gaji Barkas SPP-LS Gaji
menandatangani dan meminta agendaris untul > dan Tambahan a0 menit dan Tambahan
rmembubuhkan stempel jika tidak setuju Ya Penghasilan yang Penghasilan yang
dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki. telah di paraf telah di tandatangani
Membubuhkan Stampel, mengarsipkan dan y
menyampaikan kepads yang berkepentingan
Berkas SPP-LS Gaji SPM-LS Gaji dan
dan Tambahan 5 menit Tarnbahan
Penghasilan yang Penghasilan




Menyusun rencana, mengelola,
dan malaporkan pelaksanaan
anggaran dan capaian kinerja
Dinas, membina dan
membimbing terhadap
Bendaharawan dan
penatausahaan keuangan serta
melaporkan dan mengevaluasi
pelaksanaan program

dan membuat Surat
Permintaan
Pembayaran
Langsung (SPP -
LS) Gaiji dan
Tunjangan

Menyiapkan
Dokumen
pambuatan Surat
Perintah
Membayar
Langsung (SPM-
LS) Gaji dan
funjangan.

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS) GAJI DAN TUNJANGAN

Pembuatan dan
Penerbitan Surat
Perintah
Membayar
Langsung (SPM-
LS) Gaj dan
tunjangan.

Surat Perintah
Membayar

Langsung
(SPM-LS) Gaii

dan tunjangan.

Penerbitan Surat
Perintah Membayar
Langsung (SPMLS)
Gaji dan funjangan.

at Waktu Dasar hukum Pelaksana
SPP-LS Gaiji 85 Menit |1. Peraturan Pemerintah Nomor Memahami Proses
dan Tambahan 12 Tahun 2019 tentang pembuatan dan
penghasilan, SK. Pengelolaan Keuangan Daerah, penerbitan Surat
Kepala Dinas, 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Perintah Membayar
Pembayaran gaji Nomor 77 Tahun 2020 tentang Ganti Uang
induk, Pedoman Teknis Pengelolaan Persediaan (SPM-
Tambshan Keuangan Daerah. LS) Gaji dan
penghasilan, tunjangan.
Kekurangan gajj,
Gaji susulan,
Gaji terusan,
Uang duka




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah,

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-UP tidak dapat diterbitkan

Nomor SOP . [00B33T 274~ TOPND I 2028

Tanggal Pembuatan - |17 Oktober 2023

Tanggal Revisi . Januari 2026

Tanggal Efektif . j1  Maret 2026

Disahkan oleh ? KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

SDI HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19790821 200501 1 003

Penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)
Nama SOP :

Memahami Prosas pembualan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP)

SPP-UP, Surat Pemyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Rencana Anggaran Kas, SK. Bupati tentang
Penetapan Besaran UP, SK. Bupali tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran, SK. Bupati tentang Pengangkatan
Bendahara Pengeluaran.
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FELAKSANA WUTL BAKL
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Membayai
Langsung (SPM-LS)
Barang / jasa.

dan Penerbilan

Maimbayar Langsung
(SPM-LS) Barang / jasa

beserta SSP yang telah diisi dan diketahu
oieh pejabat yang berwenang.

SPP-LS Barang dan jesa, Kontrabs/SPK, 105 Menit |1 Peraturan Pemerintah MNomar 12 Tahun 2019 Memahami Proses

Surat Permyataan SPM-LS, Kwitansi, Berita tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. pambuatan dan penerbitan
hcara Penyelesaian Pekerjaan dan Serah 2 Peraturan Mentsri Dalam Megeri Momor 77 Surat Penntah Membayar
terma barang, Surat Pemyataan Tanggung Tahun 2020 fentang Pedoman Teknis Langsung Persediaan (5P
Jawabikeabsahen dokumen, faktur pajak Pengelolaan Keuangan Daerah LS) Barang / asa




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

1. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPP-UP tidak dapat diterbitkan

Nomor SOP - (0008331 2 SSL /DPMD IV 2026

Tanggal Pembuatan - |17 Oktober 2023

Tanggal Revisi Januari 2026

Tanggal Efektif [ Maret 2026

Disahkan oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

RUSDI HIDAYAT, 5.50s
NIP_ 19790821 200501 1 009

_ [Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) SKPD

Memahami Proses psmbuatan dan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) SKPD

Dokumen SPP-GU yaitu : Surat pangantar SPP-GU, Ringkasan SPP-GU, Rincian SPP-GU, Surat Pengesahan laporan
pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-UP, Salinan SPD, Surat perjyalaan

tanggungjawab dar Pengguna Anggarag), Lampiran lain yang diperiukan.




PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN Pengadministrasi KET

Bendahara Pengeluaran Pengelola FPK Pengguna Anggaran Perkantorani Penelaah Kelengkapan Wakiu OQutput
Teknis Kebijakan

mengajukan usulan Penerbitan
SPM-GU kepada Pengguna
Anggaran melaiui PPK SKPD D

Berkas SPP-GU 5 menit Berkas SPP-GU

Pengelola memeriksa dan meneliti

kelongkapan usulan SPM-GU

sebelum diajukan kepada FPK, / \

:Epnhln Ia;g::p usula.nb?n :\ / 3
proses apabila belum . Berkas SPP-GU

lengkap akan dikemballkan Iagi Berkas SPP-GU &iment tolah dip-ar'ﬁ(s:a ”

kepada Bendahara Pengeluaran,

Setelan dinyatakan lengkap maka
pengelola akan membiat /

menerbitkan SPM-GU dan /\
diajukan kepada PPK untuk > <
diparaf, jika setuju memberi paral g Berkas SPP-GU yang o Berkas SPP-GU yang

jika tidak setuju dikembalikan telah diperiksa tetah di f
kepada pengelola untuk diparbaiki. a THK e

Setelah dokumen SPM-GU sudah
diparaf oleh PPK maka SPM-GU

diserahkan kepada Pengguna / \
Anggaran jika setuju >

menandatangani dan meminta 'v Barkas SPP-GL yang 0 Berkas SPP-GU yang

-agendaris untuk membubulkan telah di paraf telah di tandatangani

stempe! jika tidak setuju
dikembalikan kepada PPK untuk ™
diperbaikl

Membubuhkan Stempal @

Berkas SPP-GU yang ]
sakaby 5 menit SPM-GU




capaian kinerja Dinas,
membina dan membimbing

dan penatausahaan
keuangan serta melaporkan

pelaksanaan DPMD

dan membuat

Dokumen

Surat Permintaan |pembuatan Surat

Pembayaran
(SPP) dan Surat
Perintah
Membayar (SPM)

Perintah
Membayar Ganfi
Uang Persediaan
(SPM-GU)

Perintah
Membayar Ganti
Uang Persediaan
(SPM-GLI)

PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR GANTI UANG (SPM-GU)

Ganti Uang (SPM-
Gu)

. Kualifikasi
100 Menit |1, Peraturan Pemerintah Memahami Proses
Nomor 12 Tahun 2019 pembuatan dan
tentang Pengelolaan penerbitan Surat
Anggaran, Laporan Keuangan Daerah, Perintah Membayar
Pertanggungjawaban 2 Peraturan Menteri Dalam Ganti Uang
Pengguna Anggaran, Negeri Nomor 77 Tahun Persadiaan (SPM-
Laporan , Buldi-bukti 2020 fentang Pedoman GU)
pengeluaran yang sah Teknis Pengelolaan
dan lengkap. Keuangan Daerah,




Daerah.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPP-UP tidak dapat diterbitkan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daku

Nomor SOP - Jooos33/ 2 & 7 /OPMD IV 2026
| Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023
Tanggal Revisi : Januari 2026
Tanggal Efektif {3 Maret 2026
Disahkan oleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI HIDAYAT, 5.508
KABUPATEN SERUYAN MIP. 16760821 200501 1 009
Nama SOP Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan  (SPP-UP)

Memahami Proses pembuatan dan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan

(SPP-UP) SKPD

men SPP-UP yaitu - Surat pengantar SPP-UP, Ringkasan SPP-UP, Rincien SPP-UP, Salinan SPD, Surat pernyataan
tanggung jawab dari oleh pengguna anggaran.




PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN .t
Pembantu Bendahara Bendahara Kelengkapan Waktu Output
1 |menyiapkan kelengkapan untuk penerbitan SPP-UP Surat pengantar SPP-UP, Ringkasan SPP-
UP, Rincian SPP-UP, Salinan SPD, Surat
pemyataan tanggung jawab dari oleh pengguna - ’
anggaran. .
15 Menit Berkas SPP-UP
2 |Berkas dokumen SPP-UP diperiksa dan ditefiti jika
setlju menandatangani jika tidak setuju dikembalikan Tidak
ke Pembantu Bendahara <>
Ya Berkas SPP-UP a0 Meri Berkas SPP-UP yang telah di
3 |Berkas dokumen SPP-UP yang sudah di
tandatangani disiapkan Bendahara untuk
kelengkapan pengajuan SPM
Berkas SPP-UP yang telah di tandatangani 5 Menit SPP-UP




SOP PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) SKPD

Waktu Dasar hub Aktivitas Kualifikasi
Menyusun rencana, Mempersiapk |Menyiapka Surat Dokumen -UP yaitu : S0menit |1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Memahami Proses
mengeloia, dan an dan Dokumen Penerbitan Permintzan | Penerbitan Permintaan Surat pengantar SPP-UP, 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembuatan dan
melaporkan pelaksanaan |membuat pembuatan  |Surat Pernbayaran Pembayaran Uang |Ringkasan SPP-UP, Rincian 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Namar 77 penerbitan Surat
anggaran dan capaian | Surat Surat Permintaan Uang Persediaan (SPP- [SPP-UP, Salinan SPD, Surat Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Permintaan
finerja Dinas, membina |Permintaan  |Permintaan  |Pembayaran Persediaan UP) SKPD pemyataan tanggung jawab Pengeifolaan Keuangan Daerah. Pembayaran Uang
dan membimbing Pembayaran |Pembayaran |Uang (S5PP-UP) dari pengguna anggaran, | Persediaan (5PP-
terhadap Bendaharawan |(SPP - UP)  [Uang Persediaan SKPD Lampiran lain yang diperiukan. UP) SKPD
dan penatausahaan Persediaan  |{SPP-UP)
keuangan serta (SPP-UP)
melaporkan dan
mengevaluasi
pelaksanaan program
dan kegietan Sub
Bagian.




1. Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka SPM-LS Barang Jasa tidak dapat diterbitkan

Hjasa.

Nomor SOP : [oo0gass 2 g DPMD I 2026
Tanggal Pembuatan _ |: |17 Okober 2023
Tanggal Revisi . Januari 2026
Tanggal Efektif {7 Maret 2026
Disahkan eleh KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA,

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN USDI HIDAYAT, $.503
NIP. 19790821 200501 1 009

Nama SOP : |Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Barang / jasa.

Memahami Proses pembuatan dan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung Persediaan (SPM-LS) Barang /

SPP-LS Barang dan jasa, Kontrak/SPK, Surat Pemyataan SPM-LS, Kwitansi, Berita Acara Penyelesaian Pekefjaan
dan Serah terima barang, Surat Pemyataan Tanggung Jawab/keabsahan dokumen, fakiur pajak beserta SSF yang
telah diisi dan diketahui oleh pejabat yang berwenang.




HEGWTAN Pom pastn inlatrasi
PPTH Bemduhara Pangelasran Pangsiala PPY Kuusn Pemgguns Anggersn | Perkuntoranf Penslanh Fislengkapan Waldts it
Tkais Kebfjakan

mangupln usian Panercisn SPM-LS Barerg dan ges bepads Bendahars pangsbssrn SKPD

Berias SPPLS Barang
Berkas SPP.LS Barang dan dasa 5 ek gl
[l
dan fan Barsrg dan s kepada PR malmhs ku
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Menyusin rencana, mengelola,
dan mesaporkan pelaksanaan
anggaran dan capamn kinerja
Dinas, membing dan membimbing
terhadap Bendaharawan dan
penztausahaan keuangan seria
melaparkan dan mengevaluasi
pelaksanaan program

Mempersiagkan [Menyaphan Dokumen |

dan membuat
Sural Penntah
Membayar
Langsung (SPM-
LS) Barang Jasa

pembuatan Surat
Perinlah Membayar
Langsung (SPM-LS)
Barang  jasa

Perintah

Langsung {SPM-
LS) Barang/
jasa.

Langaung
(SPAELS)
Barang / jasa

Penestitan Surat Pefiniah|

SOP SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM - LS} BARANG JASA

PerienghapanfPeraatan Dasarh pasi Pl
SPP-LS Barang dan jasa, Kontrak/SPK, 105 Menit |1 Peraturan Pemesintah bomor 12 Tahun 2019 Memahami Proses

Surat Permyataan SPM-LS, Kwitansi, Berita lentang Pengelolaan Keuangan Daerah pembualan dan penerbitan
Acara Penyelesaman Pekeraan dan Serah 2 Pesaturan Mentar Dalam Magan Momor 77 Surat Perintah Membeyar
lerima barang, Surat Permyataan Tanggung Tahun 2020 tentang Pedoman Tekms Langsung Persedaan (SPAY
Jawabvkesbsahan dokumen, faktar pajak Pengelotaan Keuangan Daesah, LS} Barang f jasa,

beserta SSP yang telah disi dan dketahul
oleh pejabat yang barwsnang.




Menyusun rencana, mengelalz,
dan melaporkan pelaksanaan
anggaran dan capaian kinesja
Dinas, membina dan membimbing
tarhadsp Bendaharawan dan
penatausabaan kevangan seria
melaparkan dan mengevaluas
pelaksanaan program

dan membuat
Surat Perintah
Memiayar
Langstng (SPM-
LS} Barang Jasa

Barang / jasa

Penerbitan Surat

Langsung {SPM-
LS| Barang /

Barang / jasa.

dan Peneroilan

Nembayar Langsung

SOP SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM - LS) BARANG JASA

Penerbitan Sural SPP.LG Barang dan jasa, Kontrak/SPK,

beserta SSP yang lelsh diisi dan diketahui
oleh pejabat yang barwenang,

105 Menit |1 Pacaturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Memahami Proses
Sural Pemyataan SPM-LS, Kwitansi, Barla tentang Pengelotaan Kewangan Daerah, pembuatan dan penerbitan
Aoara Penyelesaan Pekenjaan dan Serah 2 Peratiran Menieri Datam Negan Momor 77 Sural Penniah Membayar
letima barang, Sural Permyataan Tanggung Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Langsung Persediaan {SPM)
Jawab/keabsahan dokumen, faklur pajak Pengelolaan Keuangan Daerah, L&) Barang / jasa.




Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Komnpsi

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tabun 2014 tentang Sistem Akuniabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3 Peraturan Menteri Pondayagunasn Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesin Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjonjion Kinerja, Pelaporan Kinerjn dan Tats Carn Revin aiss Laporan Kinerja Instensi Pemerintah

1. S0P Alur Surat Masuk dan Keluar
2. S0P Pencarian Data dan Informas|
3. 80P Penelspan Kinerja

4 50P Pengadaan Barang dan Jasa

5 SOP Pengarsipan

LAKIP Sebagai dokumen pertanggung jawaban alas kinerja SKPD apabila idak dilaksanakan sesui SOP, maka proses penyusanan Lakip ind fidak akan
beratan lancar

0833 299 OPND il 206

Momor SOP

Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023

Tanggal Ravisi : Januan 2006

| Tamggal Efektf e OF  Aprl 203

Disahkan oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN RUSDI HIDAYAT, § 508

NIP- 13730821 200501 1 009

Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemesintah (LAK)

Memahami Proses Pembustan Laporen Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIF) SKPD

Rerira SKPD

Formeat penyusunan LAKIP
Diskumen Penstapan Kinara
Format Pengukuran Kinesja

Data dan informasi Capaian Kinerja SKPD

Laporan Realisasi K n

Incikator Kinerja, Target, Reafisasi, dan
‘ESEntase capaman kinana:

Halarman 1



Pelaksana Mutu Buku
No. Kegiatan MWE Pengadministrasi Kepala Keterangan
Sekretaris Perkantoran/ Penelaah Teknis Kelengkapan Waktu Output
Program dan Kebijakan Dinas
Wai
) S0P alur surat
1 |Memerintahian Penyusunana LAKIF Q Disposisi Surat 30 Menit Disposisi Surat masuk dan
| =
Membuat Format pengumpulan data dan informasi Kinerja . Format penyusunan LAKIP
. dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Disposisi Surat 2Jam DPMD
Menyampikan format pengumpulan data dan informasi Ej ; Format penyusunan LAKIP
3 Cineria K ; y no Bi dan Sek st Format penyusunan LAKIP DPMD |20 Menit DPMD
Menghimpun format data dan informasi Kinerja Kepada :I : Format usunan LAKIP
B! masing-masing Bidang dan Sekretariat Format penyusunan LAKIP DPMD (2 Hari DG?)YPMD
Menganalisis dan Mengevalusi data dan informasi Kiner;
& |Sari talab seriuanead " " | Format penyusunan LAKIP DPMD |1 Hari Draft LAKIP DPMD
¥a
& [Membuat Dokumen LAKIP DPMD |_1:| Draft LAKIP DPMD 1 hari Draft LAKIP DPMD Sopm'.‘“'ﬁmp"”
7 [Mengkareksi Dokumen LAKIF DPMD </ i Draft LAKIP DPMD 1 Jam Dokumen LAKIP DPMD
Men ikan Doku LAKIF Kepada
s o i DRMERS K I ] Dokumen LAKIPDPMD |20 Menit Dokumen LAKIP DPMD
FPenandata Dokumen LAKIP DPM i i
9 Badann nganan DPMD cleh Kepala Jokumen LAKIP DPMD 15 Meni Dapndam%nndokumm
[
Pembualan surat pengatar pengiriman sekaligus penomoran Disposisi Perselujuan dokumen  |... S Rk stat
10 g rat pe W'I_Amnn 2jam Surat Pengantar masuk dan
keluar
11 | Penggandaan Dokumen LAKIP DPMD | I Surat Pengantar 30 Menit Dokumen LAKIP DFMD
Pengiri Dokul LAKIF DPM Setda Up. i
dbdaegreisai e Up. Eagan é Dokumen LAKIP DPMD 30 Meni Dokumen LAKIP DPMD

12 Organisasi Kab. Seruyan

Halarnan




SOP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP)

IRenstra SKPD, SHari |1) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi |Kepala Dinas

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. | memerintahikan

penyusunan 2) Paraturan Daerah Kabupaten Seruyan |Sekretaris Dinas untuk

LAKIP, Dokumen Metmar 07 Tahun 2008 tentang menLgas kan kasubbag
tata kerja dan bahan dalam evaluasi kinera {LAKIP) SKPD Pemerintah (LAKIP) | Panatapan Kinerja, Pembentukan Organisas| dan Tata Kerja |Perencanaan guna
mengembangkan semua | penyusunan Dinas SKPD Format Dinas Daerah mempersiapkan bahan
kegiatan serta p Pamberday Pengukuran dan data penyusunan
berfanggungjewab atas kegiatan tahun | Masyarakat dan Kinerja, Data dan Laporan Akuntabilitas
terlaksananya tugas pokok | berkutnya dasa Informasi Capaian Kinerja Instansi
dan fungsi Dinas Kinerja SKPD, dan Pemerintah (LAKIF)




Nomor SOP (0008331 <400 IDPMD /IV/ 2026
Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026
Tanggal Pengesahan |:| 08  April 2028
Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

- MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN HIDAYAT, S Sos
NIP. 19790821 200501 1 009

Nama SOP : |SOP Monev

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemeriniah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

Memahami tentang kegiatan yang dimonitoring

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomar 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Femerintahan.

3. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pmerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota

4_ Peraturan Bupati Seruyan Nomor 86 Tahun 2016 Teniang Penyusunan Standar Cperasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemenntah Kabupaten Seruyan

Data laparan fisik dan keuangan, Formulir isian dan SK Tim Monev

S o o e



NSS— Pelaksana Mutu baku

[~ RASUDDET. |

"o KEGATAN S dnbtegr Umum, | coiretaris | Kadis | Tim Monev| PPTK Kelengka Waktu Output TEengn

Program dan | Perlengkapan pan
Kau dan

1 [Membusat Konsep draf SK - Konsep Draf SK 2 Jam Draf SK.
e C_.Jl

Z [Memerikea kesssuaian konsep dengan fata naskah, kode T Draf 8K Tdam Draf 5K yang dikoreks:
penomoran dan memberi paraf. Apabila sesual maka akan ]
diteruskan ke sekreatris untuk dikoreksi lebih lanjut. Jika T Ta
tidak sesuai maka dikembalikan kepada konseptor untuk
diperbaiki /

3 |Koreksi keseluruhan atas isi konsep, apabila telah benar - Draf SK yang dikoreksi 30 Menit Draf SK diparaf
proses dilanjutkan untuk diminta tandatangan Kepala Dinas.
Jika masih terdapat kesalahan maka dikembalikan untuk i ~
diperbaiki

4 |Penandatangaran SK Tim Monev. - Draf SK diparaf 15 Menit SK Tim Monev

5 |Penomoran, penanggalan, pemberian cap stempel, - SK Tim Manev 30 Menit SK Tim Monev sah &
penyerahan SK kepada Kasubag Perencanaan, anggota tim I 1 Data Laporan
dan pengarsipan —

& |Rapat rencana pelaksanaan monev ; menyiapkan bahan - SK Tim Monev sah 3 Jam Formulir isian
meney dan pembagian tugas tim. %{ - Data Laporan

]

7 | Tim Monev turun ke lapangan memonitoring pada - Formubr isian 2-G Hari Data
objek/subjek kegiatan.

8 |Review hasil monev dengan PP TK/kabid dan rekomendasi I‘“’I - Data 3Jam Laporan Monev

9 |Menyampaikan hasll monitoring di lapangan kepada Kepala :}( - Laporan Monev 1 Jam Rekomendasi
Dinas

10 |Rekemendasi diteruskan kepada sekretans untuk - Rekomendasi 30 Menit Tindak Lanjut
ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan




kerja, tata kerja dan
semua kegiatan

bertanggungjawab
atas terlsksananya
tugas pokok dan
fungsi dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

Menghimpun
bahan dan data
penyusunan
pelaporan dinas

monitoring dan
evaluasi seluruh
kegiatan Dinas

pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi

Monitoring dan
Evaluasi

SOP MONEV

3) Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/kota;
4) Peraturan Bupati Seruyan Momor 43 Tahun 2012
Tentang Pemyusunan Standar Operasional Prosadur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;

. Kualifikasi
; Persyaratan Waktu Dasar hukum Aktivitas Pelab

1) Data iaporan dari 9Har |1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Badan Memahami
Bidang Pengendslian tentang Sistem Pengendalian Intermn Pemerintah | memerintahkan pelaksanaan
dan Pengolahan Data (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 | Sekretaris Badan untuk |monitoring dan
2) Formulir istan Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik  |menugaskan kasubbag | evaluasi
3) SK Tim Monitoring Indonesia Nomor 4890); Perencanaan guna
dan Evalussi 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur mempersiapkan

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun | pelaksanaan

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar monitoring dan

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.  |evaluasi




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

2 Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 feniang Pameniniahan Daersh.

3. Peraluran Menten Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenlang Pedoman Pengelolzan Ksuangan Daerah

S0P, maka pemyusunan LPPD tidak akan berjalan Lancar

4. Peraluran Menler Datam Nageri Nomor B5 Tahun 2017 tentang Tala Cara Parencanaan, Fengsndalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

LPPD sebagai dokumen pertanggungjabawan alas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kineria SKPD. Apabila Tidak dilaksanakan sesuai

Nomor SOP : Joonas 3 o3 DPND VI 2026
Tanggal Pembuatan + |17 Gkiober 2023
Tanpgal Revisi . Januarn 2026
Tanggal Pengesahan .| Od  apn 208
Disahkan Oleh - KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
HIDAYAT, .08
NIP. 19790821 200601 1009
Nama SOP ; |Penyusunan LPPD

1. Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Masional {SPPM) ’Msnmam Proses Pembuatan LPPD SKPD, Memilia kewenangan datam Penyusunan LPPO-SKPD dan Memiik Kemampuan dalam menyusun dan
menganalisa data dan informasi bahan kaporan

Format LPPD, Laparan Realisasi Anggaran dan Dala dan Informasi Capaian Kinera SKPD




Pelaksanaan Mutu Buku Keterangan
No KEGIATAN Kasubbag Pengadministrasi
Penyusunan Perkantoran/ Penelaah | Kadis Kelengkapan Waktu OQutput
Pregram dan | Teknis Kebijakan
S0P alur surat
1 |Memerintahkan Penyusunana LPPD Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat masuk dan
2 ¢ Keluar
2 Membuat Format pengumpulan data dan informasi LFPD Format penyusunan 30 Menit Format Penyusunan
dari masing-masing Bidang dan Sekretariat LPPD DPMD LPPD
3 Menyampikan format pengumpulan data dan informasi Format penyusunan |0 o Format Penyusunan
LPPD Kepada masing-masing Bidang dan Sekretariat LPPD DPMD LPPD
4 Menghimpun format Kadis dan Pejabat Eselon Il DPMD | I Format Penyusunan 1 Harl Format Penyusunan
untuk rapat pembahasan RKA LPPD ' LPPD
= : : : SOP
5 Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi LPPD Format Penyusunan 1 Hari Format Penyusunan pelaksainai
yang telah terkumpul LPPD LPFD
rapat
SOP pencarian
6 |Membuat konsep LPPD DPMD | Draft LFFD DPMD 1 Hari Draft LFPD DPMD data dan
H informasi
z s ; Dokumen LPPD | SOP penetapan
7 |Mengoreksi Dokumen LPPD Dokumen LPPD DPMD |1 Hari DPMD Kineeja
Menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan Kepada Kepala = | ! ) Dokumen LPPD
8 Badan untuk meminta persetujuan Dokumen LPPD DPMD |30 Menit DPMD
g Penandatanganan Dokumen LPPD DPMD oleh Kepala N Dokurmen LPPD DPMD |15 Menit Dokumen LPPD
Dinas » DPMD
Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus
10 penomoran surat Konsep surat pengantar |15 Menit Surat Pengantar
SOP alur surat
11 |Penggandaan Dokumen LPPD DPMD Dokumen LPPD DPMD |2 Jam D°"“E’)“P°:“I;PPD masuk dan
keluar
12 Pengiriman Dokumen LPPD DPMD ke Setda u.p Bagian é Dokurmen LPPD DPMD |10 Menit Dokumen LPPD

Pemerintahan dan Pengarsipan

DPMD




SOP PENYUSUNAN LPPD

LPPD SKPD

Format LPPD, 5Hari |1) Undang-undang Nomor 25 Kepala Dinas Memahami Proses
Laporan Realisasi Tahun 2004 tentang Sistemn memerintahkan Pembuatan LPPD
Anggaran, dan Perencanaan Pembangunan Sekretaris untuk SKPD, Memiliki
Data dan Nasional (SPPN) menugaskan kasubbag [kewenangan dalam
Informasi Capaian 2} Undang-Undang Nomor 23 Perencanaan dan Penyusunan LPPD-
Kinerja SKPD Tahun 2014 tentang Pemerintahan | Keuangan guna SKPD dan Memiliki
Dasrah. mempersiapkan bahan |Kemampuan dalam
3) Peraturan Menteri Dalam dan data penyusunan  |menyusun dan
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 LPPD dari masing- menganalisa data
tentang Pedoman Pengelolaan masing bidang SKPD  |dan informasi
Keuangan Daersh. bahan laperan

4) Peraturan Menteri Dalam
MNageri Normor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendafian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah.
Pembangunan Daerah




Nomor SOP -[o008.337 £/® b [DPMD Vi 2026
Tanggal Pembuatan ; 117 Oktober 2023
Tanggal Revisl s Januari 2026
Tanggal Pengesahan | 1O Aprl 2028
Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN NIP. 16780821 200507 1009
Nama SOP : {Penyusunan RKA
1. Undang-undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan MNasional (SPPN)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deerah.
peralatan/Perlengkapan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendslian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor & Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
" Rencana Pembangunan Daerah

T T e T e R R A T

Dokumen Renstra dan Program, keglatan dan anggeran

RIKA Badan Kepegawalan Dasrah akan dijadikan sebagai Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapetan, rencana balanja |
Balanja Tidsk Langsung dan Belanja Langsung ) Program kegiatan SKPD sebagal dasar penyusunan RAPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka
penyusunan RKA SKPD tidak akan berjalan lancar

Rumusan Program, Rencana Kegiatan, dan anggaran untuk periode satu tahun kedepan




Pelaksana Mutu Buku Keterangan
Pengadministrasi
et S Sekretaris | [625ubbag Penyusunan | .y Kadis Perkantorary/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output
Program dan Keuangan Teknis Kebijakan
SOP alur surat
1 |Memerintahkan Penyusunana RKA DPMD CP Dispostsi Surat 30 Menit | Disposisi Surat "m dan
KA Format
2 Membuat Format pengumpulan data dan informasi RKA dari masing- Format pen;uaunan R 30 Menit |Penyusunan RKA
masing Bidang dan Sekretariat DPMD DEMD
Draft usulan RIKA
3 Menyampikan format pengumpulan data dan informasi RKA Kepada Format wn REA 20 Menit frz;inr:s‘b:gng
masing-masing Bidang dan Sekretariat b N
4 Mengundang Kaban dan Pejabat Eselon |l DPMD untuk rapat Uda Rapal 30 Menit Udangan Rapat
pembahasan RKA
Draft usulan RKA
5 | Melaksanakan Rapat Pembahasan RKA l‘_ﬂi: l—i—l ‘i‘ Draft usulan RKADPMD| 3 Jam oo
T I
; Draft usuian RKA dari Drefl usulon RKA| sOP pencarisn
& Menghimpun Format data dan informasi RKA dari masing-masing st ing bidang = Hati e i ng- data dan
o comy Cakrwiace; dan sekretariat frasing bidor® | informasi
Draft usulan RKA | SOP penetapan
7 [Membuat kansep RKA DPMD r._ Draft usutan RKA DPMD 1 Hari DEMD kineria
Dokumen RKA
8 |Mengkoreksi Konsep RKA DPMD L Dokumen RKA DPMD 1 Jam DPMD
IL M D REA
3 Menyampalkan Dokumen RKA Kepada Kepala DPMD untuk meminta Oak RKA DPMD 15 ’ uklan;:;n
peraetujuan
. Dokumnen REKA
10| Penandatanganan Dokumen RKA DPMD oleh Kepala Dinas Dokuimen RKA DPMD 15 Menit OPMD
SOP alur surat
11 |Pembuatan surat pengatar pengiriman sekaligus penemoran surat Konsep Surat Pengantar | 10 Menit | Surat Pengantar nw:::mtrhn
Dokumen RKA
12|Penggandaan Dokumen RKA DPFMD Dokumen RKA DPMD 2 Jam DPMD
2 é Dokumen Laperan 10 Menit Dokumen RKA
13| Pengiriman Dokumen RKA DMPMD ke BPKAD dan Pengarsipan Tahunan DPMD DPMD

Halaman 1




merencanakan serta
menetapkan program
kerja, tata kerja dan
mengembangkan semua
kegiatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas
pokok dan fungsi Dinas
Pemberdaysan
masyarakat dan desa

ny'rlpan bahan

penyusunan
fencana program
dan anggaran
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan

Rencana Kerja
dan Anggaran
(RKA)

SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ( RKA )

.3 : Kualifikasi
Persyaratan | Waktu Dasar hukum Aktivitas Palakuar
Dokumen 4 Har |1) Undang-undang Nomor 25 Kepala Badan Memahami Proses
Renstra, Program, Tahun 2004 tentang Sistem memerintahkan Pembuatan
Kegiatan dan Perencanaan Pembangunan Sekretaris Badan untuk |Rencana Kerda dan
Anggaran Nasional (SPPN) menugaskan kasubbag |Anggaran (RKA)
2y Undang-Undang Nomar 23 Perencanaan guna SKPD, Memiliki
Tahun 2014 tentang Pemerintahan |mempersiapkan bahan | kewenangan dalam
Daerah dan data penyusunan  |membuat dan
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri |Rencana Kerja dan menyusun
Neomar 86 Tahun 2017 tentang Anggaran (RKA) dari  |Rencana Kerja
Tata Cara Perencanaan, masing-masing bidang |Anggaran (RKA-
Pengendalian, dan Evaluasi SKPD SKPD), Memahami
Pembangunan Daerah. Tata Administrasi
4) Peraturan Pemerintah Republik Pengelolaan
Indonesia Nomar 8 Tahun 2008 Keuangan dan
tentang Tahapan, Tata Cara Memiliki
Penyusunan, Pengendalian Dan kemampuan untuk
Evaluasi Pelaksanaan Rencana menyusun dan
Pembangunan Daerah merencanakan
Program, kegiatan
dan anggaran
SKPD untuk
periode 1 tahun

anggaran




KABUPATEN SERUYAN

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

3, Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nemor 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang

2. RKPD

3. LAKIP

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksansan Rencana Pembangunan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelofaan Keuangan Daerah.

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Eveluasi Rencena Kerja Pembangunan Daerah

1. Renstra SKPD |F|:||mulk Rencana Kerja (RENJA) Komputer/Laptop, Printer, Kertas dan Stampel

[Nomor sOP [0008337 & O OPD INF 228
Tanggal Pembuatan + |17 Oktober 2023
Tanggal Revisi z Januan 2026
Tanggal Efektif 1D Apil 2026
Disahkan oleh KEPALA [NAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DI HIDAYAT, 5.Sas
P 19750821 200501 1 009
Nama SOP : |Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Memahami Proses Pembustan Rencana Kerja (Renja)

o RS o P e DA VSRR L T B R R Y S G D B

Jika SOP ini tidek dilaksanakan maka keglatan penyusunan Rencana Kerja [Renjg) akan terlambeat dan kegistannya tidak terkendali




No.

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kepala Dinas

Sekretaris

Kasubbag Penyusunan
Program dan
Keuangan

Pengadministrasi
Perkantoran/ Penelaah

Teknis Kebljakan

Kelengkapan

Waktu

Output

KET

Kepala Dinas Menugaskan Sekretaris
Dinas untuk mempersiapkan bahan dan
data penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD

Agenda Kerja

15 Menit

Disposisi

Sekretaris Dinas memerintahkan Kasubbag
Penyusunan Program dan Keuangan untuk
mengumpulkan bahan dan data untuk
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Disposisi

15 Menit

Disposisi

Kasubbag Penyusunan Program dan
Keuangan memerintahkan Pelaksana untuk
mengumpulkan bahan dan data dari
masing-masing bidang SKPD

Disposisi

15 Menit

Disposisi

Pelaksana mengumpulkan bahan dan data
dari masing-masing bidang SKPD serta
menyerahkan kepada Kasubbag
Penyusunan Program dan Keuangan

Disposisi

2 Hari

Bahan dan data,
Disposisi




Kasubbag Perencanaan dan Keaungan
menyiapkan dan menyusun konsep dalam
pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD
dan menyerahkan kepada Sekretaris Dinas

Bahan dan data,

Draf dan Konsep

Disposisi % Han Penyusunan

Sekretaris Dinas memeriksa konsep
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
Jika setuju memberi paraf dan
menyerahkan kepada Kepala Dinas Jika -
tidak setuju mengembalikan kepada -
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Draf dan Konsep 3 Draf Renja yang
untuk diperbaiki. Ya Penyusunan diparaf Sekretaris
Kepala Dinas memeriksa draf final konsep Tidak
Penyusunan Rencana Kerja {Renja) SKPD,
jika setuju menandatangani dan meminta
agendaris untuk membubuhkan stempel, Draft Renja yang
jika tidalic setuju mengen_'nt?aiikan kepada Draf Renja yang g e telah
sekretaris untuk diperbaiki diparaf Sekretaris ditandatangani

Ya Kepala Badan
Membubuhkan sternpel

Draft Renja yang
otah 10 Menit Renia

ditandatangani
Kepala Dinas




elmpin.
membina,

mengkoordinasikan,
merencanakan serta

menetapkan

program kerja, tata

kerja dan

mengembangkan

semua kegiatan
serta

bertangqungjawab
atas terlaksananya
tugas pokok dan

fungsi Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa

Penyiapan

bahan dan
data
penyusunan
program dan
Rencana
Kerja

Penyiapan
bahan
koordinasi
untuk
penyusunan
rencana
program dan
Rencana
Kerja Dinas
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa

ayusn -
Rencana Kerja
(Renja)

Ren SKPD

nyusuj

i enyusunan -

Rencana
Kerja (Renja)

SOP RENCANA KERJA ( RENJA )

Kualifikasi
Persyaratan | Waktu Dasar hukum Aktivitas Pelaksa

Formulir 5 Harl |1) Undang-undang Nomor 25 |Kepala Badan |Memahami
Rencana Kerja Tahun 2004 tentang Sistem memerintahkan |Proses
(RENJA) Usulan Perencanaan Pembangunan |Sekretaris Pembuatan
Kegiatan Bidang- Nasional (SPPN) Badan untuk Rencana Kerja
bidang SKPD dan 2) Undang-Undang Momor 23 |menugaskan (Renja)
Format Tahun 2014 tentang kasubbag
penyusunan Pemerintahan Daerah. Perencanaan
Renja 3) Peraturan Pemerintah guna

Republik Indonesia Nomor 8 |mempersiapkan

Tahun 2008 tentang Tahapan, |bahan dan data

Tata Cara Penyusunan, penyusunan

Pengendalian Dan Evaluasi |Rencana Kerja

Pelaksanaan Rencana (Renja) dari

Pembangunan

4) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis

|Pengelolaan Keuangan

Daerah

masing-masing
bidang




Nomor SOP :[000.8.3.3/ &//6 /DPMD A/ 2026
Tanggal Pembuatan :|17 Oktober 2023
Tanggal Revisi : Januari 2026
Tanggal Efektif 15 Apil 2026
Disahkan oleh : _KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN
USDI HIDAYAT, $.Sos
NIP. 19790821 200501 1 009
Nama SOP :|Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

PERMENPAN No. 29 Tahun 2010 tentang padoman penyusunan penhatapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas |1. Mengetahui mekanisms sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
kinerja instansi pemerintah;

2. Memahami system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPMD

3. Memahami instrumen-instrumen dalam Penetapan Kinerja (PK) DPMD

Komputer

1. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Printer
ATK
Data Realisasi Anggaran DPMD

1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak akan dapat menyusun Penetapan Kinerja (PK) DPMD 1. Surat masuk

2. Surat keluar

2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak akan bisa mengukur tingkat kinerja kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah




PELAKSANA MUTU BAKU
el Kasubbag Pengadministrasi L
Penyusunan Program| Perkantoran/ Penelaah Sekrealris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Cutput
dan Keuangan Teknis Kebijakan \
]
L]
Memberi disposisi kepada Staf pelaksana untuk menyusun Penetapan D— Kertas Disposisi, Nota Binas, Surat 30 merit 3 A
Kinerja Instruksi Penyusunan PK DPMD
Menerima disposisi dan mempersiapkan data untuk penyusunan
Penetapan Kinerja
Lembaran Disposisi, 1 Han Disposisi
Mengumpulkan data-data Pendukung dalam Penyusunan Penetapan SOP Pengumpulan
Kinerja dari bidang Lembaran Disposisi, data-data data
pendukung, Perafuran Perundang- T Heri Dispasisi
! undangan
Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja dan menyerahkan draf -
Penetapan Kinerja ke Kasubbag Lembaran Disposisi, data-daia
pendukung, Peraturan Perundang- 5 Hari Dref Laporan
[ & undangan
Memaraf dan memeriksa draf Dokumen Penetapan Kinerja jika setuju h 4
menyampaikan ke sekretaris, fika tidak mengembalikannya ke staf \
untuk diperbaiki Lember disposisi, Draf Dokumen
Tidak Tidak Penetapan Kinerja - DrstLam
1
Memaraf dan memeriksa draf Dokumen Penetapan Kinerja jika setuju
menyampaikan ke kepala dinas jika tidak mengembalikannya ke
K ntuk diperbaiki 5 T
asubbag untuk diperbai W : Lembar disposisi, Draf Dokumen 1. Dref Laporan
Tidak Penetapan Kinerja
Memeriksa draf Dokumen Penetapan Kinerja jika setuju mendatangani .
PhEG 4 K 5 i Lo '] B Dok
jika tidak mengembalikennya keselmetaris untuk diperbaiki f / iibar dipioeis, Dl Dikiimion i > men
Penetapan Kinerja Kinel:ul'
Menerima Dokumen Penetapan Kinerja untuk ditindaklanjuti Dokumen
(dikirim dan diarsipkan} Q Buku agenda 20 menit Penetapan

Kinerja




SOP PENYUSUNAN PERIANIIAN KINERIA

p Dasar o Kualifikasi
Persyaratan | Waktu | ot Aktivitas Kualifi
Kepala Sub Bagian Menyiapkan bahan Menyusun Dokumen Panyusunan Penyusunan | Kemputes 15 menit  |PERMENPAN No. |Memberi disposisi kepada 1. Mengetahul mekanisme
Ketatslaksansan mempunyal | pembinaan dan petunjuk Penetapan Penetapan Kinara | Dokurmen Penetapan |Penetapean Printar 15 menit 29 Tahun 2010 Memberi w km Kabid 2. Memaham| systermn
htisar fabatan menyispkan | tekmis pelaksanaan sistam Kinarja Kinerja DPMD Einarja DPMD -
bahan perumusan kebifakan dan prosedur kerfa, Lok 15 menit SSSLENE PRSI Memberi W hepas ?n:mk:'m
Pemerinthan Daerah Bidarg | standarisasi sarana, standar 15 menit  |PenyUsunan Memben disposisi kepada Staf Kinarja (PX)
Ketatalaksanaan Sekretarlat | pelayanan, pelaksanaan Data Realisasl Anggaran DPMD 1 Hari penetapan kinerjaly o oneon disposisi dan beMD
Dasarah, menylapkan romcana | pengawasan melekat, - dan pelaporan
dsn program kerja, pelaksanaan |gerakan disiplin nesional, 5 Hari hontabil E Mengumpulkan data-data
dan pelayanan administrasi, skurmabilitas, dan 2 Hari & r]:himmtmrsk IHW Laporan pm‘m
faesilitas! dan koordinasi, pengelolaan perpustaksan; 1Jam ne Cl IM i ikea eaf
penyslenggaraan sistem dan pemerintah; ernaraf ""'“"
prosedur kerja, standar 1 Jam |Hmcbnmmmw
s i i 1 Jam |Hmmfﬂnnumik!aad‘ﬂf
pe ksanaan pengawasan
melekat, pelaksanaan gerakan 1 Jam Memeriksa dan Mendat&nﬂgwﬁ
disiplin nasional, akuntabiicas, 1 Jam Menerima Laporan Perjanjian
serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang tatalaksana
serta pelaporen
baglanberdasarkan peraturan
petundang-undangan yang
berlaku




Nomeor SOP :[000833/ &/ 2O DPMD AVI 2028
Tanggal Pembuatan : 117 Okicker 2023
Tanggal Revisi : Januan 2026
Tanggal Pengesahan T4 Apl 2026
Disahkan Oleh : 5 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN
NIP. 197906821 200501 1009
Mama SOP - |Penyusunan Rencan is )

1. Undang-undang Nomar 25 Tahun 2004 tertang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Memahami Proses Pembuatan Rencana Sirategis (Rensira) SKPD, Memahami Tata Administrasi Pengelolaan Keuangan dan
Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan SKPOD untuk periode 5 tahun kedepan
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasrah,

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2008
" tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

g Peraluran Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang
" Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Caerah

1. RKPD Aluran perundang-undangan dan Dokumen RPJMD

2. LAKIP

|Rm5ﬂmwpmmnmmMpmmp¢ﬂmwm untuk periode 5 (lima) tahun Iiedﬁpan_

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Resnira SKPD tidak akan berjalan lancar




Pelaksana Mutu Buku Keterangan
No KEGIATAN il Pengadministrasi
Sekretaris Y Kabid | kadis | Perkantoran/ Penelaah Helengkapan Waktu Qutput
Program dan Teknis Kebijakan
1 |Memerintahikan Penyusunan RENSTRA O Disposisi Surat 30 Menit | Disposisi Surat "
—
L]
Membuat Format pengumputan data dan informasi RENSTRA Format penyusunan RENSTRA
2 dairt ing Bidang dan Sekretart Formrat penyusunan RENSTRA DPMD 1 Jam OPMD
e
Menyampikan formal pengumpulan data dan informasi
3 RENSTRA Kepada masi asing Bidang dan Hat ? Format penyusunan RENSTRA DPMD | 30 Menit Draft RENSTRA DPMD
—
Mengundang Kadis dan bal Eselon iIl untuk ra
4 p-enl'rlml i o REHSTRAP* e Udangan Rapat 30 Menit Udangan Rapat
h
5 |Meiaksanakan Rapal Pembahasan RENSTRA [ : ] — r_l [ [ ] $ Draft RENSTRA DPMD 3 Jam Draft RENSTRA DPMD
Menghimpun Format data dan informasl RENSTRA Tahunan i SOP pencarian data
& \dari masing-masing Bidang dan Sekretariat l I Draft RENSTRA DPMD T.Hart Draft RENSTRA DPMD dan informasi
- :ﬂmmmr“ data dan informasi RENSTRA yang telah ; Draft RENSTRA DPMD 2 Jam Draft RENSTRA DPMD
E——
8 [Membust koneop RENSTRA Tahunen L :\ Draft RENSTRA DPMD 2 Hari Draft RENSTRA DPMD e e
-~
9 |Mengkoreksi Konsep RENSTRA Dokumen RENSTRA DPMD 3 Jam Dokumen RENSTRA DPMD
10 |Menyampaikan Dokumen RENSTRA e —-‘_J I Dekumen RENSTRA DPMD 15 Menit Dokumen RENSTRA DPMD
Penandatanganan Dokumen RENSTRA Badan cleh Kepala Disposisi Persetujuan dokumen
1 |Bagan Dokumen RENSTRA DPMD 15 Menit RENSTRA DPMD
Pembuatan surat pengatar pengiriman sekaligus penomoran : SOP alur surat
12 | et Konsep Surat Pengantar 10 Menit Surat Pengantar szl cary eliar
13 |Penggandaan Dokumen RENSTRA m Dokumen RENSTRA DPMD 2 Jam Dokumen RENSTRA DPMD
i [og o Dickinmars BERELRA M IAETEIN. G0 d) Dokumen RENSTRA DPMD 10 Ment | Dokumen RENSTRA DPMD




Memimpin, membina,

mengkoordinasikan,

mengembangkan
semua kegiatan

serta
bertanggungjawab
atas lerlaksananya
fugas pokok dan
fungsi Dinas
Pemeberdayaan
Masyarakat dan Desa

data
penyusunan
Rencana
Strategis
(RENSTRA)

Penyiapan
bahan
koordinasi
untuk
penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)
Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
dan Desa

[Penyusunan

Strategis
(Renstra)

SOP PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

Persyaratan

Dasar hukum

Kualifikasi
Pelaksana

| Formulir Rencana

Kerja (RENSTRA)
Usulan Kegiatan
Bidang-bidang
SKPD dan Format
penyusunan Renja

5 Hari

1)Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)

2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.

3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Paengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor
23 Tahun 2013 Tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah

Kepala Badan
memerintahkan
Sekretaris Badan
untuk menugaskan
kasubbag
Perencanaan guna
mempersiapkan
bahan dan data
penyusunan
Rencana Strategis
(Renstra) dari
masing-masing
bidang SKPD

Memahami
Proses
Pembuatan
Rencana
Strategis
(Renstra) SKPD




Bidang Pemerintahan Desa

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890)

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kola

4, Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Nomor SOP :10008.3.3/ 4 7% JDPMD Vi 2026
Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023
Tanggal Revisi Januari 2026
Tanggal Pengesahan 13 Mei 2026
Disahkan Olsh _KERALA DIy ":Q?EMBERDAYMN
A\l DI HIDAYAT, § Sos
=" NIP, 19790821 200601 1009
Nama SOP N Y,

Pengumpulan Data Bal'nn‘l'gmm:;ﬂan Program Administrasi

Peraturan Pemerinlah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah|Memahami Pengumpulan Data Bahan Perencanaan Program Administrasi

R e e e e S e e o L e )

Data Laporan dan Formulir Isian




SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN PROGRAM ADMINISTRASI

Pelaksana Mutu baku
Pengadministrasi
No KEGIATAN Perkantoran/ Keterangan
Kadis Sekretaris Kabid JFT Penelaah Teknis Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan
1 |Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Untuk - Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kaban
menyusun data Pembinaan dan penataan pemerintahan
= —
2 |Memberikan Disposisi kepada Kabid - Dsisposisi Kepala 15%enit Disposisi Sekretaris
Badan
3 |Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional 4 1 - Disposisi Sekretaris | 15 Menit | Dispesisi Kepala Bidang
4 |Memberikan Disposisi Kepada Pengadministrasi = "__I - Disposisi Kepala 15 Mentt Disposisi Pejabat
Perkantoran/ Peneiaah Teknis Kebijakan Bidang Fungsional
5 |Menerima disposisi dan mempersiapkan data EIZI - Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data
& [Mengumpulkan data-data keuangan dan aset desa S - Kumpul Data 2 Jam Data - data Pendukung
7 |Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat - Data- Data 30 Menit
Fungsional pendukung Konsep Dokumen
8 |Mengetik Konsep Dokumenc menjadi Draf dokumen .E'j - Konsep Dokumen 1Jam Draf Dokumen
Tidak
9 |Memeriksa draf jika periu diperbaiki dikembalikan kepada Ya - Draf Dokumen 1 Jam | Draf Dokumen yang sudah
Pengadministrasi N diparaf Pejabat Fungsional
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah B T
benar diparaf Tidak
10 [Memeriksa draf jika perlu diperbalki dikembalikan kepada Ya _ Draf Dokumenyang | 1Jam |Draf Dokumen yang Sudah
Pejabat Fungsional, jika sudah benar diparaf e sudah diparaf i Paraf Kabid
| B Pejabat Fungsional
Tidak
11 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada / Ya _ Draf dokumen yang 1Jam |Draf Dokumen yang Sudsh
Kabid, jika sudah benar diparaf > \: Sudah di Paraf Kabid di Paraf Sekretaris
e
Tidak
12 |Memeriksa draf jika periu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf Dokumen yang 1Jam |Draf Dokumen yang Sudah
Sekretaris, jika sudah benar diparaf o Sudah di Paraf di Paraf Kepala Dinas
e Sekretaris
13 |Mengetahui Dokumen yang sudah ditandatangani Kepala _ Draf Dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang Sudah
Dinas Sudah di Paraf di Paraf Kepala Dinas
Kepela Dinas
14 Dokumen 1 Jam Dokumen

Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor
Surat Memberi cap stempel pada surat, mengarsipkan
dan menyampaikan kepada Lembaga terkait




SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN PROGRAM ADMINISTRASI

dan data Data Pengolahan data  |pembinaan dan Penyusunan Data
Penyusunan Data  |pembinaan dan penataaan pembinaan dan
pembinaan dan penataan pemerintzhan desa |penataan
penetaan pemerintahan desa pemerintahan desa
pemerintshen desa

3) Peraturan Menteri Deferm Negeri Nomer 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupsten/ota;
4) Peraturan Bupati Seruyan Nomer 66 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggarasn Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan;

Persyaratan Waktu Dasar hukum Aktivitas. Kualifilas]

1) Data laporan Data | 1 Hanl 1) Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 Kepala Dinas Memahami

2) Formufir isian tentang Sistem Pengendslian Intern Pemerintah memerintahkan pelaksanaan
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2008 | Sekretaris Dinas untuk Pengolahan data
Nomeor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik | menugaskan Pejabat | pembinaan dan
Indonesia Nomor 4800); Fungsional guna penataan
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur mempersiepkan pemerintahan desa
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun  |penyusunan data
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar pembinasn dan
Operesional Prosedur Administrasi Pemerintahan | penataan pemerintahan




Nomor SOP : [0008.33/4%F [DPMD VI 2026

Tanggal Pembuatan : |17 Cktober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Pengesahan [:| /%  Mei 2026

Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DES

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

~~“RUSDI HIDAYAT, 5.Sos
NIP. 19790821 200501 1009
Nama SOP : |Penyusunan Data Keuangan dan Aset Desa

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah|Memahami tentang Penyusunan Data Keuangan dan Aset Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nemor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890)

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Cperasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di|
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

4. Peraturan Bupali Seruyan Nemor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Data Laporan dan Formulir Isian




SOP PENYUSUNAN DATA KEUANGAN DAN ASET DESA

Pelaksana Mutu baku
Pengadministrasi
No KEGIATAN Perkantoran/ Keterangan
Kelengkapan Waktu
Kadis Sekretaris Kabid JFT Penelaah Teknis pa Output
Kebijakan
1 |Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Untuk menyusun - Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kaban
2 |Memberikan Disposisi kepada Kabid - Dsisposisi Kepalay 15 Menit | Disposisi Sekretaris
Badan b
3 |Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional - Disposisi Sekretaris 15 Menit Disposisi Kepala
_] Bidang

4 |Memberikan Disposisi Kepada Pengadministrasi - Disposisi Kepala 15 Menit Disposisi Pejabat
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Fungsional

5 |Menerima disposisi dan mempersiapkan data - Persiapan Data 30 Menit Kumpuian Data

6 |Mengumpulkan data-data keuangan dan aset desa - Kumpul Data 2 Jam [Data - data Pendukung

7 |Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat - Data - Data 30 Menit
Fungsional pendukung Kensep Dokumen

8 |Mengetik Konsep Dokumen menjadi Draf dokumen _|—j - Konsep Dokumen 1 Jam Draf Dokumen

Tidak| L—

9 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya - Draf Dokumen 1 Jam Draf Dokumen yang
Pengadministrasi sudah diparaf Pejabat
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah benar S~ Fungsional
diparaf Tidak

10 [Memeriksa draf jika periu diperbaiki dikembalikan kepada Ya Draf Dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang
Pejabat Fungsional, jika sudah benar diparaf sudah diparaf Sudah di Paraf Kabid

Pejabat Fungsional
Tidak|
11 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang
Kabid, jika sudah benar diparaf o g Sudah di Paraf Kabid Sudsah di Paraf
~ Sekretaris
Tidak
12 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada \ Ya _ Draf Dokumen yang 1Jam |Draf Dokumen yang
Sekretaris, jika sudah benar diparaf = Sudah di Paraf Sudah di Paraf Kepala
o Sekretaris Dinas
13 [Mengetahui Dokumen yang sudah ditandatangani Kepala Dinas _ Draf Dokumen yang 1 Jam |Draf Dokumen yang
Sudah di Paraf Sudah di Paraf Kepala
Kepala Dinas. Dinas
14 |Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor Surat. Memberi T _ Dokumen 1Jam Dokumen

cap stempel pada surat, mengarsipkan dan menyampaikan
kepada Lembaga terkait




SOP PENYUSUNAN DATA KEUANGAN DAN ASET DESA

Operasional Prosedur Administras: Pemefintahan

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
20111 tentang Stander Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Hota;
4) Peraturan Bupati Seruyan Nomer 66 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
{SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintsh Kabupaten Seruyan,

1) Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 fepaia Dinas Memahami
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memerintahkan pelaksansan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  |Sekretaris Dinas uniuk Pengolahan data
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik  |menugaskan Pejebat  [keuangan dan asst
Indonesia Nomor 4880}, Fungsional guna desa
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur mampersiapkan
mmm&mmssmun \penyusunan data
2012 tentang Pedoman Penyusunan Stander |keuangan dan aset

desa




| Nomor sOP -[000.8.337 /8% IDPMD VI 2026

Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Pengesahan | 28 Mei 2026

Disahkan Oleh 3 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 RUSDI HIDAYAT, S.So0s
KABUPATEN SERUYAN ' NIP. 18790821 200501 1 008

Nama SOP

] Proses Penyusunan Program Kerja

1. Undang-undang Nemor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Memahami Proses Penyusunan Program Kerja

2 Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah.

Data dan program kerja

Jika SOP fidak dilaksnakan maka program kerja bidang akan terhambat




SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Pelaksana Mutu Buku Keterangan
R KEGIATAN Pengadministrasi
o Perkantoran/
Kabid JFT Penielaah Tolsd Kelengkapan Waktu Qutput
Kebijakan
Memerintahkan dan mengarahkan : . L . . -
1 Penyususnan Program Kerja Bidang Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat
k. 4
Menghimpun dan menyusun data Data program ’ "
2 Program Kerja Keria 1 Hari Konsep Program Kerja
M ikan ki Prog X K P
enyampaikan konsep ram onsep Program . :
3 Kerja Kerja 10 Menit konsep Program Kerja
Tidak
Mengkoreksi Konsep Program Kerja P
jika sudah benar maka dipergunakan e
4 |untuk bahan selanjutnya jika belum Ise o g 1 Jam Program Kerja
tepat dikembalikan ke Pejabat f
Fungsional untuk diperbaiki
Mengarsipkan dokumen Program O
5 |Kerja sebagai Bahan Program Program Kerja 1 Jam i

Selanjutnya

Kerja

Halaman 1




SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

igas . " | Kegiatan | oOutpu Judul SOP | Persyaratan |Waktu | Dasar hukum Adivitas | posilesl
1 |Memimpin, membina, Pengkoordinasian | Penyusunan Penyusun Program | Program Kerja |Penyusunan  |Proses Penyusunan | Datadandaftar | 2Hari |1) Undang-undang Nomor 25 Tahun | Kepala Bidang Memahami Proses
] pelaksanaan Program Kerja  |Kerja Bidang Program Kerja istan 2004 tentang Sistem Perencanaan memerintahkan Pejabat| Penyusunan
merencanakan serta kegiatan dan Dinas Pembangunan Nasional (SPPN) Fungsional untuk Program Herja
menetapkan pragram kerja, tata |program di bidang |Pemberdayaan 2) Undang-Undang Nomar 23 Tahun | penyusunan Program
kerja dan mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat dan 2014 tentang Pemerintahan Daerah. |Kerja
semua kegiatan serta Masyarakat dan  |Desa 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
bertanggungjawab atas Desa Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
terlaksananya tugas pakok dan Cara Perencanaan, Pengendalian,
fungsi Dinas Pemberdayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah.




Nomor SOP :[000.833/ 5 2 (DPMD VI 2026

Tanggal Pembuatan |1 |17 Oklober 2023

Tanggal Revisi ; Januari 2026

Tanggal Pengesahan  |:| 2 ¢ Mei 2026

Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

RUSDI HIDAYAT, §.Sos
“NIP. 19790821 200501 1 009

Nama SOP :| Pengumpulan Data Bahan Perencanaan Program Administrasi

1 Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 lentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran|Memahami Pengumpulan Data Bahan Perencanaan Program Administrasi
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890)

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kola

4. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Data Laporan dan Formulir Isian

#




SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN PROGRAM ADMINISTRASI

Surat. Memberi cap stempel pada surat, mengarsipkan dan
menyampaikan kepada Lembaga terkait

Pelaksana Mutu baku
Pengadministrasi
o WEOITAN Kadis Sekretaris | Kabid JFT | Perkantoran/ Penelaah Kelengkapan Waktu Output Hulatanaon
Teknis Kebljakan
1 |Memerintahkan dan mengarahkan Sekretars Untuk - Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kaban
menyusun data Pembinaan Pembangunan Desa D
2 |Memberikan Disposisi kepada Kabid D_ - Dsisposisi Kepala Badan ‘:EM «Disposisi Sekretaris
3 [Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional [j_ - Dispusisi Sekretaris 15 Menit Disposisi Kepala Bidang
4 |Memberikan Disposisi Kepada Pengadministrasi - Disposisi Kepala Bidang 15Menit | Disposisi Pejabat Fungsional
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebiiakan
5 |Menerima disposisi dan mempersiapkan data [ J - Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data
6 [Mengumpulkan data-data kelangan dan asel desa S - Kumpul Data 2 Jam Data - data Pendukung
7 |Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat - Data - Data pendukung 30 Menit
Fungsional Konsep Dokumen
8 [Mengetik Konsep Dokumenc menjadi Draf dokumen _|—"j ~ Konsep Dokumen Tdam Draf Dokumen
Ticlak| e
9 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya - Draf Dokumen 1 Jam Draf Dokumen yang sudah
Pengadministrasi M diparaf Pejabat Fungsional
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah N
benar diparaf Tickak
10 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf Dokumen yang sudah 1 Jam |Draf Dokumen yang Sudah di
Pejabat Fungsional, jika sudah benar diparaf > diparaf Pejabat Fungsional Paraf Kabid
Tidak
11 |Memenksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada / Ya _ Draf dokumen yang Sudah di 1Jam |Draf Dokumen yang Sudsh di
Kabid, ika sudah benar diparaf o S Paraf Kabid Paraf Sekretaris
‘\ /
Tidak|
12 |Memeriksa draf jika periu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf Dokumen yang Sudahdi] 1Jam |Draf Dokumen yang Sudah di
Sekretaris, jika sudah benar diparaf <l‘~/-..1 Paraf Sekretaris Paraf Kepala Dinas
13 |Mengetahui Dokumen yang sudah ditandatangani Kepala _ Draf Dokiumen yang Sudah di| 1Jam |Draf Dokumen yang Sudah di
Dinas Paraf Kepala Dinas Paraf Kepala Dinas
14 |Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor Dokumen 1 Jam Dokumen




SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN PROGRAM ADMINISTRAS|

8 Kualtfikasi
. Persyaratan Waktu Dasar hukum Abtivitas Pelaksana
1) Datalaporan Data | 1Han |1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Dinas Memahami
2) Formulr isian {tentang Sistemn Pengendalian (ntern Pemerintah memerintahkan pelaksanaan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 [Sekretarts Dines untuk |Pengolahan data
\Momor 127, Tembahan Lembaran Negara Republic |menugsskan Pejebat  |pembinaan
|indonesia Nomor 4890); Fungsional guna pembangunan desa
mengembangkan semua 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur mempersiapkan
kegiatan serta Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun  [penyusunan date
bertanggungjewab atas 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar pembinsan
terlaksananya tugas Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan  |pembangunan desa
pokok dan fungsi Dinas 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
Pemberdayaan 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Masyarakat dan Desa Lingkungan Prrerintah Provinsi dan Kabupaten/ota
4} Peraturan Bupati Seruyan Nomor 86 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di

Lingkungan Pemerintsh Kabupaten Seruyan;




Bidang Kelembagaan, Perkembangan
Dan Pelayanan Sosial Dasar

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN




Nomor SOP -|oco.8.3.37 2. € {/ DPMD Al 2026

Tanggal Pembuatan : |17 Okiober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Pengesahan (| /@  Maret 2026

Disahkan Oleh > KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

RUSDI HIDAYAT, §.Sos
NIP. 19790821 200501 1009

- - - Nama SOP : Pﬁimihn data Bahan Program Blmﬁ' n dan Penyuluhan
1 Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik| Memahami Pengumpulan data Bahan Program Bimbingan dan Penyuluhan

Indonesia Tahun 2008 Nomer 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880)

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Slandar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pmerintah
Provinsi dan Kabupatan/Kota

4 Peraran Bupali Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunen Standar Operasional Prosedur (SOP)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Data laporan dan Formulir Isian

—




SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PROGRAM BIMBIGAN DAN PENYULUHAN

Pelaksana Mutu baku Keterangan |
Pengadministrasi
Ne BECIATAN Kabid JFT Perkantoran/ Penelaah | Kelengkapan | Waktu Output
Teknis Kebijakan

1 |Memerintahkan dan - Rencana 15 Menit | Disposisi Kepala
mengarahkan Kasi Untuk Kerja Bidang ~
Pengumpulan Data Bahan
Program Bimbingan dan
Penyuluhan

2 |Memberikan Disposisi Kepada h 4 - Disposisi 15 Menit | Disposisi Kasubbid
Pengadministrasi Kepala
Perkantoran/ Penelaah Teknis Bidang
Kebijakan

3 |Menerima disposisi dan y - Persiapan 30 Menit | Kumpulan Data
mempersiapkan data Data

4 |Mengumpulkan data bahan = - Kumpulan 2 Jam Data rampung
Program Bimbingan dan > Data
Penyuluhan Tidak

5 |Menyusun dan menyerahkan Ya - Data 30 Menit |Data - data yang
data-data kepada Pejabat NG rampung Sudah di Paraf
Fungsicnal / - Pejabat Fungsional

Tidak

6 |Memeriksa data-dala jika periu Ya - Data - data 30 Menit |Dokumen
diperbaiki dikembalikan kepada < > yang Sudah
Pejabat Fungsional, jika sudah di Paraf
benar diparaf Kabid

7 |Mengarsipkan data Bahan 10 Menit |Dokumen
Program Bimbingan dan ——
Penyuluhan sebagai bahan
untuk pengolahan data




bahan dan
mengumpulkan
data Bahan
Program
Bimbingan dan
Penyuluhan

Data bahan

program
Bimbingan dan
Penyuluhan

~[SOP Pengumpuian datz

Bahan Program
Bimbingan dan
Penyuluhan

SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PROGRAM BIMBIGAN DAN PENYULUHAN

Tahun 2011 tentang Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Pmerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 66 Tahun
2016 Tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan;

1) Data laporan Data | 6Jam  |1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (Kabig Memerintahkan | Memmahami
2) Formulir isian tentang Sistem Pengendalian Intern Kasubbid yang pelaksanaan
Pemerintah (Lembaran Negara Republik selanjutnya kasubbid | Pengumpulan data
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan |memerintahkan Staf | Bahan Program
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor | untuk mengumpulkan | Bimbingan dan
4800); dafa Bahan Program | Penyuluhan
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur | Bimbingan dan
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Penyuluhan sebagai
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan  |bahan
Standar Operasional Prosedur Administrasi  |penyelenggaraan
Pemerintahan Koordinasi dan
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 |Permbinaan




|Nomor sOP :000.8.3.3/ & - | FOPMD IV 2026

Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Pengesahan (| AS Marst 2026

Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA . RUSDI HIDAYAT, S.50s
KABUPATEN SERUYAN NIP. 19790821 200501 1009

Wame S0P " |Proses Penyusunan Program Kerja

1. Undang-undang Nomer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Memahami Proses Penyusunan Program Kerja
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tate Cara Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Data dan program kerja

Jika SOP tidak dilaksnakan maka program kerja bidang akan lerhambat




SOP PROSES PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Pelaksana Mutu Buku Keterangan
N KEGIATAN Pengadministrasi
o Perkantoran/
Kabid JFT Penelaah Teknis Kelengkapan Waktu Qutput .
Kebijakan *

Memerintahkan dan
1 |mengarahkanPenyususnan Program Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat

Kerja Bidang

h 4

Menghimpun dan menyusun data Data program ! i
2 Program Kerja Kerja 1 Hari Konsep Program Kerja
3 |Menyampaikan konsep Program Kerja Konsep 10 Menit konsep Program Kerja

Program Kerja
Tidak

Mengkoreksi Konsep Program Kerja

jika sudah benar maka dipergunakan P —
4 |untuk bahan selanjutnya jika belum konselg:_;)gram 1 Jam Program Kerja

tepat dikembalikan ke Kasi untuk g

diperbaiki

Mengarsipkan dokumen Program O
5 |Kerja sebagai Bahan Program Program Kerja 1 Jam Dokum:: ‘zrogram

Selanjutnya g

Halaman 1




Pemberdayaan

Desa

Masyarakat dan

SOP PROSES PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

7y \ e Kualifikasi
Persyaratan | Waktu Dasar hukum Aktivitas Palaksana
Data dan daftar | 2 Han |1) Undang-undang Nomor 25 Tahun Kepala Bidang Memahami Froses
fsian 2004 tentang Sistem Perencanaan  |memerintahkan Kasi  |Penyusunan
Pembangunan Nasional {(SPPN) untuk penyusunan Program Kerja
2) Undang-Undang Nomer 23 Tahun |Program Kerja

2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Fembangunan Dasrah




|Nomor SOP -Jo008331 2F4 /DPMD Al 2026

Tanggal Pembuatan : |17 Okiober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Pengesahan  |:| 7  Maret 2026

Disahkan Oleh . KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

NIP. 19790821 200501 1 009
: |Pengolahan data Kerjasama Pengembangan Seni Buda

Peraturan Pemerinieh Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran{ Memahami Pengolahan data Kerjasama Pengembangan Seni Budaya
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonecia
Nomor 4890)

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
{entang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminisirasi Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kola

4, Peraturan Bupafl Seruyan Nomor 66 Tahun 2016 Tenlang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Data laporan dan Formulir lsian

R T T e e G O e e U




SOP PENGOLAHAN DATA KERJASAMA PENGEMBANGAN SENI BUDAYA

Pelaksana Mutu baku
Pengadministrasi
No KEGIATAN Perkantoran/ Keterangan
Kadis Sekretaris Kabid JFT Penelaah Teknis Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan
1 |Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Badan Untuk - Rencana Kerja 15 Menit Disposis Kadis
Pengolahan data desa dan pelayanan sosial E
L
5 |Wemberkan Disposisi kepada Kabid Teisposis Kepala Badan 15 Menit | Disposisi Sekretaris
3 |Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional - Disposisi Sekretans 15 Menit Disposisi Kepala
Bidang
4 |Memberkan Disposisi Kepada Pengadministrasi - Disposisi Kepala Bidang 15 Menit | Disposisi Kasubbid
Perkantoran/ Penetash Teknis Kebfjakan
5 |Menerima disposisi dan mempersiapkan data/ Penelaah Teknis - Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data
Kebijakan I l
& |Mengumpulkan data-data desa dan pelayanan sosial S - Kumpul Data 2Jam |Data - data Pendukung
7 |Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat - Data - Data pendukung 30 Menit
Fungsional % Konsep Surat
8 |Mengetik Konsep surat menjadi Draf D - Konsep surat 1 Jam Draf Surat
i Tickak
9 |Memeriksa draf jika periu diperbaiki dikembalikan kepada //\‘ Ya - Draf Surat 1 Jam | Draf surat yang sudah
ministrasi diparaf Pejabat
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah benar diparaf /‘ Fungsional
Tidak
10 |Memeriksa draf jika perlu diperbaik dikembalikan kepada Pejabat Ya _ Draf Surat yang Sudah di Paraf 1Jam |Draf Sural yang Sudah
Fungsionali, jika sudah benar diparaf <>“ Kasuibid di Paraf Kabid
Tidak
11 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Kabid, \ Ya _ Draf Surat yang Sudah di Paraf 1 Jam |Draf Surat yang Sudah
jika sudah benar diparaf t(:: P & Kabid di Paraf Sekretaris
Ticlak
12 [Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf Surat yang Sudah di Paraf 1Jam |Draf Surat yang Sudah
Sekretaris, jika sudah benar diparaf <'>- Sekretaris di Paraf Kepala dinas
13 [Mengetahui surat yang sudah ditandatangani Kepala Dinas — Draf Surat yang Sudah di Paraf | 1 Jam |Draf Surat yang Sudah
Kepala dinas di Paraf Kepala dinas
14 |Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor Surat Memberi cap Draf Surat yang Sudah di Paraf 1Jam |Dokumen

stempel pada surat, mengarsipkan dan menyampaikan kepada
SKPD terkait

"~ Kepala dinas




1) Data laporan Data | 1 Hari |1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Kepala Badan Memahami

2) Formulir isian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memerintahkan peiaksanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 | Sekretaris Badan untuk |Pengolahan data
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik  [menugaskan kasubbid
Indenesia Nomor 4890, guna mempersiapkan
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pengofahan Data

Negara dan Reformasi Birokrasi Momor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/kota;
4) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 86 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan;




Nomeor SOP :[000.83.3/ 2 F#E /DPMD NI 2026

Tanggal Pembuatan |2 |17 Oktober 2023
Tanggal Revisi z Januari 2026

Tanggal Pengesahan |:| 27 Maret 2026

Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA = ]
KABUPATEN SERUYAN RUSDI HIDAYAT, S.S0s |
NIP, 19790821 200601 1,009

Nama SOP : |Pengolahan Data Bi n Kelembagaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 fentang Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Megara|Memahami tentang Pengolahan Data Bimbingan Kelembagaan
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)

2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pmerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

4, Peraturan Bupati Seruyan Momor 66 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOF)
Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan

Dala Laporan dan Formulir Isian




SOP PENGOLAHAN DATA BIMBINGAN KELEMBANGAAN

Pelaksana Mutu baku
No EGIA Pengadministrasi Keteranga
B Kadis Sekretaris | Kabid JFT | Perkantorani Penelaah Kelengkapan Waktu Output g
Teknis Kebijakan
1 [Memerintahkan dan mengarahkan Sekretaris Untuk Pergolahan - Rencana Kerja 15 Menit Disposisi Kaban
data Bimbingan Kelembagaan ,
- ;
2 |Memberikan Disposisi kepada Kabid - Dsisposisi Kepala Badan 15 Menit | Disposisi Sekretaris
8
3 |Memberikan Disposisi kepada Pejabat Fungsional - Disposisi Sekretans 15 Menit Disposisi Kepala
_I Bidang
4 |Memberikan Disposisi Kepada Pengadminisirasi - Disposisi Kepala Bidang 15 Menit Disposisi Pejabat
Perkantoran/ Penetash Teknis Kebijakan Fungslonal
5 |Menenma disposisi dan mempersiapkan data - Persiapan Data 30 Menit Kumpulan Data
6 |Mengumpulkan data-data Baimbingan kelembagaan E - Kumpul Data 2 Jam |Data - data Pendukung
7 |Menyusun dan menyerahkan data-data kepada Pejabat - Data - Data pendukung 30 Menit
Fungsional | I Konsep Dokumen
8 |Mengetik Konsep Dokumenc menjadi Draf dokumen J—j - Konsep Dokumen 1 Jam Draf Dokumen
Ticlak|
4 |Memeriksa draf jika periu diperbaiki dikembalikan kepada Ya - Draf Dokumen 1 Jam Draf Dokumen yang
Pengadministrasi P sudah diparaf Pejabat
Perkantoran/ Penelaah Teknis Kebijakan, jika sudah benar diparaf " Fungsioral
Tidak
10 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Pejabat Yo _ | Draf Dokumen yang sudah | 1 Jam  |Draf Dokumen yang
Fungsional, jika sudah benar diparaf <> diparaf Pejabat Fungsional Sudah di Paraf Kabid
Tidak
11 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Kabid, Ya _ Draf dokumen yang Sudah 1 Jam |Draf Dokumen yang
jika sudah benar diparaf o S di Paraf Kabid Sudah di Paraf
N Sekretaris
Tidak
12 |Memeriksa draf jika perlu diperbaiki dikembalikan kepada Ya _ Draf Dokumen yang Sudah 1Jam |Draf Dokumen yang
Sekrelans, jika sudah benar diparafl \_‘ di Paraf Sekretaris Sudah di Paraf Kepala
b Dinas
13 |Mengetahui Dokumen yang sudah ditandatangani Kepala Dinas _ Draf Dokumen yang Sudah 1 Jam |Draf Dokumen yang
di Paraf Kepala Dinas Sudah di Paraf Kepala
Dinas
14 |Memberi nomor dan mengersipkan Konseptor Surat Memberi cap _ Dokumen 1 Jam Dokumen
stempel pada surat, mengarsipkan dan menyampaikan kepada
R -




SOP PENGOLAHAN DATA BIMBINGAN KELEMBANGAAN

3} Paraturan Menter Dalam Megeri Nomer 52 Tahun
201 1 tentang Standar Operasional Prosedur &
Lingkungan Pmenntah Provingi dan
KabupalenKola,

4) Peraturan Bupah Seruyan Nomod 66 Tahun 2016
Tentang Penyusunan Siandar Operasional Prosedur
{SOP) Penyslenggaraan Pamerintahan di
Lingkungan Pemerintah Kabupalen Seruyan,

1) Data laporan Data| 1Hani | 1) Peraluran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 |Kepala Dinas Memahami

2) Formur isian tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah  [memerintankan pelaksanaan
{L.embaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 |Sekretaris Dinas unluk Pengoiahan data
Nemar 127, Tambahan Lembaran Negara Republik  |menugaskan Pejabal | Bimbingan
Indonasia Nomor 4850); Fungsional guna Kelembagaan
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparalur mempersiapkan
Negara dan Reformasi Birokrast Nomer 35 Tahun | Pengelahan Data
2012 tenlang Pedoman Penyusunan Standar Biribirgan
Operasional Prosedur Adminisirasi Pemerinlanan | Kelembagaan




Nomor SOP -J000.8:33/ 2&% [DPMD /lil/ 2026

Tanggal Pembuatan : |17 Oktober 2023

Tanggal Revisi : Januari 2026

Tanggal Pengesahan il 20 Maret 2026

Disahkan Oleh i KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

USDI HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19790821 200501 1009
Nama SOP : |Pe luasian Kegiatan ram

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Memahami Pengevaluasian Kegiatan Program
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 fentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

T e T s e e e

Data Laporan

ﬂ




SOP PENGEVALUASIAN KEGIATAN PROGRAM

Pelaksana Mutu Buku Keterangan
2 KEGIATAN Pengadministrasi
0 Perkantoran/
ut
Kabid JFT Penelaah Teknis Kelengkapan Waktu Outp
Kebijakan g
Memerintahkan Mengevaluasi o . . e
1lp erkembangan Desa Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat
. 4
. : data evaluasi ;
Menghimpun data untuk evaluasi : evaluasi Perkembangan
2 Perkembangn Desa Perkembangan 1 Hari Desa
Desa
Menyampaikan data evaluasi - Evalas! hasil evaluasi
3 | Perkembangan Desa Perk%n;g:nan 10 Ment Perkembangan Desa
. ; l hasil evaluasi : "
Mengkoreksi data evaluasi hasil evaluasi
4 Perkembangan Desa Perk?}rgts):ngan 1:am Perkembangan Desa
Mengarsipkan hasil evaluasi kegiatan O hasil evaluasi :
5 |program sebagai bahan pengambil ya Perkembangan 10 Menit pgﬂﬂi?e:%f; a
keputusan selanjutnya Desa g

Halaman 1




menetapkan program kerja, tata |
kerja dan mengembangkan
semua keglatan serta
bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas pokok dan
fungsi Dinas Pemberdayaan
masyarakat dan desa

SOP PENGEVALUASIAN KEGIATAN PROGRAM

Tahun 201 4 tentang Pemerintahan
Daerah.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan,

| Pengendalian, dan Evaluasi

| Pembangunan Daerah,

= _ Kualifikasi
2 Hari  [1) Undang-undang Nomor 25 Kepala Bidang Memahami
Tahun 2004 tentang Sistemn memerntahkan Pejabat | Pengevaluasian
Perencanaan Pembangunan Fungsional untuk Kegiatan Program
Nasional (SPPM) mengevaluasi
2) Undang-Undang Normor 23 perkembangan desa




Bidang Penataan Desa dan Kerjasama
Desa

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Nomor SOP 000833/ {42 /DPMD /Il / 2026

Tanggal Pembuatan 17 Oktober 2023

Tanggal Revisi Januari 2026

Tanggal Efektif 04 Februari 2026

Disahkan oleh

RUSDI HIDAYAT, 5.50s
NIP. 19780821 200501 1 009

Dasar Hukum

Judul SOP Kerjasama Antar desa

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kualifikasi pelaksana

1. Undang - undang nomor & tahun 2014 tentang Desa

2.Permendagri nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa

3. Perbup Kaupaten seruyan nomor 50 tahun 2019 tentang daftar kewenangan
desa,berdasarkan hak asal usul dan kewengan |lokal bersekala desa

1. Mengetahui Tugas, pokok dan fungsi uraian tugas dinas
2. Memiliki kemampuan pengolahan data
3. Memahami Peraturan Perundang undangan yang berlaku

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Kerjasama Antar Desa 1. Lembar Kerja

2. Printer

3. Meja

4. Kursi

5. Komputer/Leptop

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya proses kerjasama antar desa

1. Jika SOP Pelayanan Kerjasama Antar Desa tidak dilaksanakan sesuai dengan wakiu

1.Kepala SKPD : Lembar Desposisi/arahan, Tanda Tangan

2. Sekretaris SKPD : Lembar Desposisi; Paraf

3. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa : Lembar Desposisi; Paraf
4. Kasi Kerjasama Desa : Lembar Desposisi; Paraf




SOP KERJASAMA ANTAR DESA

Pelaksana Mutu Baku
Pengadministrasi s
Uraian Prosedur Pemerintah Desa Perkantoran/ Kabid Penataan dan Kerjasama : Ry
S ; T JFT c Kadis DPMD Bupati Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan
Kepala Desa menyampaikan
Rancangan  Peraturan  Bersama Ra Peratu Ranca hari kerja
i ncangan Peraturan ancangan
Kepala Desa Kepada Bupati melalui Ca ] Bersama Kepala Desa| | V2™ Permakades | ( Syarat lengkap)
Camat
" . Rancangan
Bupati Menerima Rancangan Rancangan Peraturan | o ov | permakades dan
Peraturan Bersama Kepala Desa ::I Bersama Kepala Desa HE;W:;
Kepala Dinas menerima desposisi dari
bupati perihal tindak lanjut dari
rencangan peraturan bersama kepala
desa yang diajukan pemerintah desa Rancangan
dan mendesposisikan kepada kepala ] 2 gmjgm"“la’“‘m’“ 1-7Hari |  Permakades
bidang penataan dan kerjasama desa disposisi surat
agar menindak lanjuti disposisi bupati
sesuai ketentuan dan peraturan yang
berlaku
Kabid menerima rancangan Peraturan
bersana kepala desa sesuai dengan S—
desposisi bupati dan kepala dinas, engiades
mempelajari dan menelaah sesuai —1 :a' il vspein] ST fmw dism‘m
peraturan dan ketantuan yang berlaku surat
dan meneruskannya kepada kasi
untuk menindaklanjuti
Pejabat Fungsional kerjasama desa Rancangan
menerima desposisi dari kabid untuk — Rencangan Peraturan | o, | Permakades dan
mempelajari  rancangan peraturan l_: Bersama Kepala Desa Lembar disposisi
bersama kepala desa surst
Pejabat Fungsional kerjasama desa
meneruskan kepada Pengadministrasi —
Perkantaran/ Penelaah Teknis
Kebijakan untuk menyiapkan bahan- N ::mm’:eﬁ:’:m 10 hari LI m“"m"r“ddw’“‘.’"
bahan vyang diperlukan  dalam i
mempelajari rancangan peraturan
bersama kepala desa




Pengadministrasi

Perkantoran [/ Penelaah Teknis
Kebijakan untuk menyiapkan bahan-
bahan yang diperlukan dalam
mempelajari  rancangan peraturan
bersama kepala desa

3

Rancangan Peraturan
Bersama Kepaia Desa

1-2 Hari

Rancangan
Permakades
disposisi surat

setelah rancangan peraturan bersama
kepala desa dipelajari, kasi melaporkan
kepada kabid dan kabid melaporkan
kepada kadis untuk dibuat surat bupati
perinal masukan terhadap rancangan
peraturan bersama kepala desa

Rancangan Peraturan

B Kepala Desa

1-2 Hari

Draf Surat Bupati

Bupati menyampaikan  masukan
terhadap  rancanagan  paratruran
bersama kepala desa malaul camat
kepada kepala desa

| selesai ll""

Rancangan Peraturan
Bersama Kepala Desa

1-3 Hari

Surat Bupsti




DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SERUYAN

Nomor SOP 000.8.3.3/ ((& /DPMD /1l / 2026
Tanggal Pembuatan |17 Oktober 2023
Tanggal Revisi Januari 2026
Tanggal Efektif 3 Februari 2026
Disahkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
RUSDI HIDAYAT, S.S0s
NIP. 19790821 200501 1 009
Judul SOP Penataan Desa

[Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2.Permendagri nemor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa

3. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43
tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

4. Permendagri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan Penegasan Batas Desa

1. Mengetahui Tugas, pokok dan fungsi uraian tugas dinas
2. Memiliki kemampuan pengolahan data
3. Memahami Peraturan Perundang undangan yang berlaku

Keterkaitan Earalatan!pertangkapan
1. SOP Penegasan Batas Desa 1. Lembar Kerja

2. Printer

3. Meja

4. Kursi

5. Komputer/Leptop

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

1. Jika SOP PelayananPembetukan Desa Persiapan tidak
dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan
mengakibatkan tertundanya proses kerjasama antar desa

1.Kepala SKPD : Lembar DesposisifArahan, Tanda Tangan

2. Sekretaris SKPD : Lembar Desposisi; Paraf

3. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa : Lembar Desposisi; Paraf
4. Kasi Kerjasama Desa : Lembar Desposisi; Paraf




SOP PENATAAN DESA

Pelaksana Mutu Baku
U Prosedur g Keterang
Ll Pemerintah Desa Perkantoran/ Kabid Penataan dan Kerjasama an
dan Masyarakat | Penelsah Teknis JFT Kadis DPMD Bupati Kelengkapan Waktu Output
Kebijakan

Masyarakat melalui pemerintah desa|
menyampaikan proposal/usulan . n hari kerja
pemekaran desa kepada bupati Administras! dan fisik T FropassiLangap ( Syarat lengkap)
Bupati Menerima proposal usulan

. ; | dan
pemekaran desa dari pemerintah Kelonglapan 14 Hari Froposal fan
desa :: Administrasi dan fisik Lembar Desposisi
Kepala Dinas menerima desposisi dari
bupati perihal tindak lanjut dari
proposal yang diajaukan, Pemerihana
Desa mendesposisikan surat L o Proposal dan
(Proposal yang sudah ada nota dari | S msﬁ: denfisic | 7Hari | Lembar Desposisi
bupati) Kepada kepala bidang Surat
penataan desa dan kerjasama desa
agar menindaklanjuti desposisi bupati
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Kabid menerima proposal sesuai
dengan desposisi bupati dan kepala
dinas, mempelajari dan menelaah Kelarygkapen 3 Hari LamaIDespnmiﬂn'
sesuai peraturan dan ketantuan yang Administrasi dan fisik & st
berlaku dan meneruskannya kepada
kasi untuk menindaklanjuti
Pejabat Fungsional Penataan desa
menerima desposisi dari kabid untuk —
menelash  dan  mengevaluasi I:I Kelengkapan — Le;'h;m’ o
kelengkapan administrasi dan fisik Administrasi dan fisik M["p" 5
dari profosal dimaksud sebagai bahan
untuk tindak lanjut
Pejabat Fungsional Penataan desa
meneruskan kepada Pengadministrasi Rancangan
Perkantoran/  Penelaah  Teknis C:l e e | S || YO
Kebijakan untuk meneliti ulang ' Surst

kelengkapan dari proposal dimaksud




Pengadminisirasi

Perkantoran/ Penelaah Teknis R — Proposal dan
7 |Kebijakan memeriksa dan meneliti : e e oag sar e | S Lem# Despoe
ulang mengenai kelengkapan berkas
proposal ™~ "
Jika berkas proposal sudah lengkap W
(baik secara administrasi maupun| | } C 1+H+H—>C1+— o
fisik) kasi melaporkan kepada kabid
dan kabid melaporkan kepada kadis ilongliapan
8 |untuk dibuatkan tim pempanﬁakan ackmikeirast dai fialk 90 Hari Draf SK Tim
desa persiapan yang akan di SK kan
oleh Bupati, dan jika belum lengkap
maka akan di kembalikan kepada
pemerintah desa untuk dilengkapi
v
|Bupati membentuk tim kajian dan SK Bupati 14 HsH SK Bupat
r verifikasi kelayakan desa persiapan I—-I ekl ° ol
Hasil kajian tim kelayakan berupa i ek .
rekomendasi (layak atau tidak). Jika : ¥ Rekomendas| Hasll &
10 |layak, maka bupati menetapkan : <>—‘ +| | Kajian dan Verifikasi 120 hari Kﬂi:nw
perauran bupati tentang desa Tim
persiapan
Peraturan Bupati
11 |Terbentu desa Persiapan tentang desa 30 Hari | Peraturan Bupati
I selesai I‘I: Persiapan




TABEL INVENTARISASI JUMLAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ADMINISTRASI PEMERINTAH

TAHUN 2026
SKPD :DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)
N JUMLAH
KELOMPOK SOP JUDUL SOP
0 SOP
1 2 3 4
SEKRETARIAT
1 |SOP LAKIP
2 |SOP MONEV
3 |SOP PENYUSUNAN TEPPA
4 |SOP RENJA
5 [SOP RENSTRA
SUB BAGIAN UMUM, | 6 [SOP SURAT KELUAR
PERLENGKAPAN DAN | 7 [SOP SURAT MASUK
KEPEGAWAIAN 8 |SOP KENAIKAN GAJI BERKALA
9 |SOP DUK
10{SOP PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA
x 11|SOP PELAKSANAAN KEBERSIHAN KANTOR -
12|SOP PENYUSUNAN RKA
13/SOP PENYUSUNAN LPPD
1 |SOP SPM - LS BARANG JASA
2 |SOP SPP - GU
3 |SOPSPM-UP
SUB BAGIAN S y0F B9 -LP
PENYUSUNAN PROGRAM |—{30P SPM - GU
DAN KEUANGAN 6 |SOP SPM - LS GAJI DAN TUNJANGAN
7 |SOP KENAIKAN PANGKAT
8 |[SOP PENGAJUAN CUTI MELAHIRKAN
9 |SOP SURAT CUTI TAHUNAN
10{SOP SPM - TU
2| BIDANG PEMERINTAHAN
DESA | |SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA BIDANG
PEMERINTAHAN DESA
PEMBINAAN DAN
PENATAAN , |[SOP PENGUMPULAN DATA BAHAN PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DESA PROGRAM ADMINISTRASI 3
PEMBINAAN BUMDes | 3
KEUANGAN DAN ASET SOP PENYUSUNAN DATA KEUANGAN DAN ASET DESA

DESA




BIDANG KELEMBAGAAN,

SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA BIDANG

DTNIlmPEm‘lBYm?NNSggﬁL KELEMBAGAAN, PERKEMBANGAN DESA  DAN
PELAYANAN SOSIAL DASAR
DASAR
PEMBERDAYAAN SOP PENGOLAHAN DATA BIMBINGAN KELEMBAGAAN
LEMBAGA 5
KEMASYARAKATAN DAN | . |SOP PENGUMPULAN DATA PROGRAM BIMBINGAN
KERJASAMA DESA DAN PENYULUHAN
AR SOP PENGOLAHAN DATA DESA DAN PELAYANAN
PERKEMBANGAN DESA SOSIAL
DAN PELAYANAN SOSIAL | 7 |sop EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
BIDANG PENATAAN DAN | . [SOP PENYUSUNAN PELAYANAN PENATAAN DAN
KERJASAMA DESA PELAYANAN KERJASAMA ANTAR DESA
PENATAAN DESA PELAYANAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN 3
KERJASAMA DESA PELAYANAN KERJASAMA ANATAR DESA
JUMLAH SOP 34

Kuala Pembuang, | 2 Januari 2026
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